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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan
yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan
Kinerja pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tahun 2023 dan
sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja KIP Aceh mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana
Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-
Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan
Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini dilakukan melalui analisis terhadap pencapaian
dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan
perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja
Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2023, sebagai bentuk akuntabilitas
dan transparansi dari pelaksanaan tugas. Secara umum capaian kinerja
telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk
meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektifitas, efisiensi
dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di
lingkungan KIP Aceh pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat
mendukung Kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good

Governance dan Clean Government.

Banda Aceh, f'zebruari 2024
Ketya
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi
pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai
pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Penyelenggara
Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas
melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undangan
Pemilihan. Sesuai dengan Rencana Strategis KIP Aceh Tahun 2020- 2024,
telah ditetapan 6 (enam) Sasaran Strategis yang dijabarkan lebih lanjut

kedalam 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024

Indikator
. Sasaran . Data
No Tujuan . Kinerja Ket.
Strategis Dukung
Utama
1. | Mewujud Tersedia Persentase | Keputusan Perbandingan
kan nya Naskah KIP Aceh jumlah
Komisi peraturan Akademik yang naskah
Pemilihan perundang Peraturan disusun akademik
Umum -undangan KPU vyang | melalui yang disusun




yang
mandiri,
professio
nal, dan
berintegrit
as

bidang Berbasis kajian dan melalui kajian
politik yang | Riset sesuai dengan
kuat Kepemilu dengan jumlah
an kerangka seluruh
regulasi naskah
KPU akademik
sesuai
dengan
kerangka
regulasi KPU
Tersedia Persentase | Pengelola Perbandingan
nya Sistem | Informasi an sistem jumlah
Informasi Mengenai informasi informasi
Partai Partai mengenai partai politik
Politik yang | Politik yang | partai yang
andal dan | Mutakhir politik yang | dipubliksikan
berkualitas | dan mutakhir pada publik
Dipublikasi | dan dengan
pada terpublikasi | jumlah
Publik pada seluruh
media informasi
sosial KIP mengenai
Aceh partai politik
yang dimiliki
KPU
Terwujudn Indeks Nilai Nila
ya Sumber | Reformasi Evaluasi berdasarkan
Daya Birokrasi dari hasil evaluasi
Manusia Kementeri yang
dan an dilaksanakan
Lembaga Pendayagu | oleh
KPU yang naan Kementerian
berkualitas Aparatur Pendayaguna
Negara an Aparatur
dan Negara dan
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi
Nilai Nilai Nila
Akuntabili Evaluasi berdasarkan
tas Kinerja | dari hasil evaluasi




Kementeri
an

yang
dilaksanakan

Pendaya oleh
gunaan Kementerian
Aparatur Pendayaguna
Negara an Aparatur
dan Negara dan
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi
Nilai Nilai Nilai
Keterbuka evaluasi berdasarkan
an dari Komisi | hasil evaluasi
Informasi Informasi yang
Publik Pusat dilaksanakan
oleh Komisi
Informasi
Pusat
Menyele Terwujud Persentase | Sosialisasi Persentase
nggara nya Partisipasi dan rata-rata
kan Pendidikan | Pemilih pendidikan pengguna
Pemilu Pemilih dalam kepemilua hak pilih
Serentak Kepemi Pemilu/ n dan dengan
yang luan dan | Pemilihan demokrasi jumlah
demokra Demokrasi yang pemilih dalam
tis, tepat untuk diberikan Pemungutan
waktu, seluruh KIP Aceh Suara
efesien lapisan dan KIP
dan efektif | masyara kabupaten/
kat Kota
kepada
pemilih
Persentase | Sosialisasi Persentase
Partisipasi dan rata-rata
Pemilih pendidikan pengguna
Perem kepemi hak pilih
puan luan dan perempuan
dalam demokrasi dengan
Pemilu/ yang jumlah
Pemilihan diberikan pemilih




KIP Aceh perempuan
dan KIP dalam
kabupaten/ | Pemilu/
Kota Pemilihan
kepada
pemilin
perempuan
Persentase | Sosialisasi Persentase
partisipasi dan rata-rata
Pemilih pendidikan pengguna
Disabilitas kepemi hak pilih
dalam luan dan disabilitas
Pemilu/ demokrasi dengan
Pemilihan yang jumlah
diberikan pemilih
KIP Aceh disabilitas
dan KIP dalam
kabupaten/ | Pemungutan
Kota Suara Pemilu/
kepada Pemilihan
pemilih
Disabilitas
Terwujud Persentase | Jumlah Perbandingan
nya Pemilih Daftar jumlah Daftar
koordinasi yang Pemilih Pemilih Tetap
penyeleng Berhak Khusus (DPT) dengan
garaan Memilih (DPK) jumlah Daftar
kepemi Tetapi Pemilih
luan yang | Tidak Khusus
sesuai Masuk (DPK)
dengan dalam
Standar Daftar
Pelayanan Pemilih
Publik, Tetap
disertai (DPT)




pengelola Persentase | Kapabilitas | Jumlah KIP
an data | KIP Aceh | dan Kabupaten/
dan dan KIP | kesigapan Kota yang
informasi Kabupaten KIP Aceh menyelengga
serta / kota yang | dan KIP rakan
dokumenta | Menyeleng | Kabupaten Pemilihan
Si garakan / Kota Umum/
pelaksana Pemilu/ dalam Pemilihan
an Pemilu | Pemilihan menetap sesuai
berbasis sesuai kan jadwal dengan
teknologi dengan tahapan tahapan dan
informasi Jadwal dan | dan jadwal
yang Ketentuan petunjuk dibandingkan
terintegrasi | yang teknis dengan KIP
Berlaku. penyeleng Kabupaten/
garaan Kota yang
pemilu/ menyelengga
pemilihan rakan
sesuai Pemilihan
dengan Umum/
jadwal Pemilihan
Mewujud Terwujudn Persentase | Kemampu Jumlah KIP
kan ya Pemilu | KIP Aceh an atau Kabupaten/
Pemilu Serentak dan KIP efektifitas Kota yang
Serentak dengan Kabupaten | KIP Aceh menyelengga
yang tingkat / Kotayang | dan KIP rakan
Langsung, | partisipasi Melaksana | kabupaten/ | Pemilihan
Umum, yang tinggi | kan Kota dalam | Umum/
Bebas, disertai Pemilu/ menyeleng | Pemilihan
Rahasia, penyelesai Pemilihan garakan sesuai
Jujur, dan an yang Aman | pemilu/ dengan
adil sengketa dan Damai pemilihan tahapan dan
hukum secara jadwal
yang baik aman dan dibandingkan
damai dengan KIP
Kabupaten/
Kota yang

menyelengga
rakan
Pemilihan




Umum/
Pemilihan
Persentase | Putusan Membanding
Sengketa sengketa kan putusan
Hukum yang sengketa
yang dimenang yang
dimenang kan oleh dimenangkan
kan KPU. KIP Aceh oleh KIP
Aceh dengan
seluruh
putusan
sengketa

Meskipun capaian kinerja Tahun 2023 mencapai target yang telah
ditetapkan, namun hal ini tidak diraih dengan mudah. Salah satu tantangan
yang dihadapi adalah berakhirnya masa jabatan pimpinan KIP Aceh
Periode 2018-2023 dan dilantiknya pimpinan KIP Aceh Periode 2023-2028
menjadi tantangan besar dalam menghadapi serangkaian jadwal tahapan
Pemilu Serentak Tahun 2024. Dengan pergantian pimpinan KIP Aceh,
terjadi penyesuaian atau adjusment pimpinan yang baru dalam
menjalankan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja KIP Aceh. Namun
dengan dukungan penuh dari jajaran Sekretariat KIP Aceh, pimpinan dapat
menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dalam menyelenggarakan
tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Tahun Anggaran 2023 Komisi Independen Pemilihan Aceh
memperoleh alokasi anggaran pagu awal sebesar Rp 29.298.124.000,-
(dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus
dua puluh empat ribu rupiah), jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan
tahun lalu yaitu sebesar Rp 26.951.247.000 (dua puluh enam milyar
sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Selama tahun 2023 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah
melakukan 15 (lima belas) kali revisi, sehingga perubahan pagu anggaran

menjadi Rp 62.015.327.000,- (enam puluh dua milyar lima belas juta tiga



ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp
61.059.771.009,- (enam puluh satu milyar lima puluh Sembilan juta tujuh
ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan rupiah) atau 98.46, Capaian tersebut
lebih besar daripada tahun sebelumnya yakni 94,52%. Perbandingan pagu
dan realisasi anggaran TA 2023 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2
Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Ta 2022 & Ta 2023

Tahun caci Capaian
No | Anggaran Pagu Realisasi %%)
1 2022 Rp.26.951.247.000,- | Rp.25.435.285.483,- 94.52
2 2023 Rp.69.015.327.000,- | Rp.61.059.771.009,- 98.46

KIP Aceh telah menetapkan 8 (delapan) target kinerja sasaran
strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2020-2024, dan 16 (enam belas) sasaran program dengan indikator
kinerja yang terukurdan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki
target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi
dan analisis capaian kinerja , capaian terhadap sasaran strategis yang
ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.



Tabel 3
Target Kinerja Sasaran Strategis Ketua KIP Aceh Tahun 2023

peraturan KIP Aceh sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta
pendokumentasian informasi
hukum dan penyuluhannya

peraturan KIP Aceh
yang disusun dan
diharmonisasi dengan
tepat waktu sesuai
dengan kerangka
regulasi KPU

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terlaksananya fasilitasi Persentase dokumen 82%
lembaga riset kepemiluan kerjasama KIP Aceh
dan operasionalisasinya dengan lembaga riset
kepemiluan
2 Meningkatnya Kapasitas Persentase pegawai 80%
SDM yang berkompeten dengan kompetensi
yang sesuai dengan
standar kompetensi
penugasan
3 Terwujudnya dukungan Persentase tersedianya 90%
sarana dan prasarana guna | sarana dan prasarana
meningkatkan kelancaran untuk memenuhi
tugas KIP Aceh kebutuhan kerja pegawai
yang berfungsi dengan
baik
4 Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi atas B
Keuangan dan Kinerja KIP akuntabilitas kinerja KIP
Aceh Aceh
Nilai Evaluasi atas 7%
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
5 Terwujudnya data pemilih Persentase KIP Aceh 100%
secara berkelanjutan dan KIP Kabupaten/Kota
yang memutakhirkan
data pemilih tepat waktu
6 Terlaksananya penetapan Persentase rancangan 100%




7 Terwujudnya dukungan Persentase satker yang 100%

logistik dalam menyediakan logistik
penyelenggaraan pemilu/pemilihan secara
pemilu/pemilihan tepat sasaran, tepat

jumlah, tepat jenis, tepat
mutu dan tepat waktu

8 Terwujudnya tahapan Persentase KIP aceh 100%
pemilu/pemilihan sesuai dan KIP Kabupaten/Kota
jadwal yang menyelenggarakan

pemilu/pemilihan sesuai
dengan jadwal

Dalam rangka menunjang capaian kinerja sasaran strategis KIP
Aceh Tahun 2023, maka komitmen vyang ditunjukan adalah
penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam
naskah yang diperjanjikan.

Tabel 4
Target Kinerja Program Kegiatan Sekretaris KIP Aceh Tahun 2023

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terlaksananya fasilitasi Persentase KIP Aceh dan 80%
pengelolaan data KIP Kabupaten/Kota yang
kebutuhan, pengadaan, menyelenggarakan
pendistribusian serta pemilu/pemilihan tanpa ada
pemeliharaan dan permasalahan anggaran
inventarisasi logistik dalam pemenuhan kebutuhan
pemilu/pemilihan. logistik
Persentase KIP Aceh dan 100%

KIP Kabupaten/Kota yang
melaksanakan pengadaan
logistik keperluan
pemilu/pemilihan dengan
tanpa ada kasus terhadap
proses pengadaan yang
mengakibatkan kerugian
negara atau pemborosan




uang negara

Persentase KIP Aceh dan 100%
KIP Kabupaten/Kota yang
mendistribusikan logistik
pemilu/pemilihan tepat jenis,
jumlah dan waktu
Ketersediaan logistik pemilu| Persentase penyediaan 100%
logistik pemilu
Tersusunnya Keputusan Persentase Keputusan KIP 100%
KIP Aceh sesuai dengan Aceh yang disusun dan
kerangka regulasi KPU sesuai dengan kerangka
regulasi KPU
Terlaksananya pengelolaan| Persentase produk hukum 90%
dan pelaksanaan dan yang dikelola,
pelayanan informasi hukum | didokumentasikan dan
disajikan sesuai perundang-
undangan
Persentase produk hukum 90%
yang disajikan secara tepat,
cepat dan akurat sesuai
dengan SOP
Pengelolaan Rumah Pintar | Persentase KIP Aceh dan 60%
Pemilu KIP Kabupaten/Kota yang
telah dilengkapi dengan
Rumah Pintar Pemilu (RPP)
Pendidikan Pemilih kepada | Persentase Jumlah KIP 60%
Masyarakat Umum Kabupaten/Kota yang
memiliki “pendidikan pemilih
kepemiluan dan demokrasi”
untuk masyarakat umum
Terlaksananya Penurunan Jumlah sengketa 10%
penyelesaian sengketa dan | hukum dalam perkara
pelayanan pertimbangan perselisihan sengketa hukum
hukum Persentase sengketa yang 90%
dimenangkan KIP Aceh
Terwujudnya rencana kerja | Jumlah revisi yang dilakukan 11 kali

dan anggaran KIP Aceh
yang efektif dan efisien

terhadap rencana kerja yang
telah ditetapkan




Persentase target kinerja KIP 80%
Aceh yang tercapai sesuai
dengan perjanjian kinerja
Persentase Dokumen RPD 100%
yang tersedia dengan tepat
waktu
9 Terwujudnya dukungan Persentase sarana 70%
sarana dan prasarana guna| transportasi untuk
meningkatkan kelancaran mendukung kinerja pegawai
tugas KIP Aceh yang berfungsi dengan baik
Persentase fasilitas 80%
perkantoran untuk
mendukung kinerja pegawai
yang berfungsi dengan baik
10 Terwujudnya Reformasi Indeks Reformasi Birokrasi di Baik
Demokrasi di KIP Aceh KIP Aceh
11 | Terlaksananya sistem Jumlah laporan sistem 1lap
akuntansi dan pelaporan akuntansi dan pelaporan
keuangan keuangan
12 | Tersusunnya laporan Persentase KIP Aceh dan 100%
pertanggungjawaban KIP Kabupaten/Kota yang
penggunaan anggaran menyampaikan laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
berbasis SIMONIKA yang
tepat waktu dan Valid
13 | Tersedianya data, Persentase KIP Aceh dan 100%
informasi, sarana dan KIP Kabupaten/Kota yang
prasarana teknologi memutakhirkan data pemilih
informasi serta penerapan secara berkelanjutan
e government
14 Meningkatnya tertib Persentase pegawai yang 97%
administrasi dan mendapatkan layanan
pengelolaan SDM kepegawaian secara tepat
waktu dan akurat
Persentase penegakkan 90%

disiplin pegawai




15 Terlaksananya layanan Persentase proses PAW 100%

administrasi PAW tepat anggota DPRA dapat
waktu dan sesuai aturan diselesaikan dalam waktu 5
hari kerja
16 Terwujudnya Persentase KIP Aceh dan 100%
penyelenggaraan KIP Kabupaten/Kota yang
pemilu/pemilihan sesuai menetapkan jadwal tahapan
jadwal dan juknis penyelenggaraan

pemilu/pemilihan sesuai
dengan jadwal

Persentase KIP Aceh dan 100%
KIP Kabupaten/Kota yang
memutakhirkan data
wilayah/pemetaan daerah
pemilihan untuk pemilu tahun
2024

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner
dan Sekretariat di KIP Aceh yang konsisten dalam pelaksanaan
kinerjanya. Salah satu rangkaian peningkatan kinerjanya adalah dengan
menindaklanjutisaran yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB
dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari

monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini,
diharapkan dapat mengevaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2023
sehingga semakin memotivasi seluruh pimpinan dan aparatur negara di
lingkungan KIP Aceh khususnya untuk meningkatkan kinerja. Dengan
demikian sasaran dan tujuan yang digariskan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2023 mendatang dapat dicapai dengan lebih baik lagi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi
Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan
bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

KPU sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang



Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, Komisi
Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP
Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum. KIP
Aceh diberikan wewenang oleh Undang Undang untuk
menyelenggarakan Pemilu di Wilayah Aceh, yang terdiri dari Pemilihan
Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah serta Pemilihan Kepala Daerabh.

Pelaksanaan program dan kegiatan KIP dalam pelaksanaan
fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6
Tahun 2023 tentang penyusunan rencana Kkerja dan anggaran
kementerian/lembaga Negara. Sebagai lembaga yang menggunakan
anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, sebagai
lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan
dapat dipertanggung jawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan
Kinerja (LK]).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KIP Aceh
mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-
Kpts/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan
Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan pembandingan terhadap
pencapaian kinerja yang telah dilakukan dengan Perjanjian Kinerja
sehingga menjadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian serta sebagai

bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja kedepannya.



B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Secara Organisasi KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dibagi menjadi dua bagian, yaitu Komisioner dan Kesekretariatan.
Kesekretariatan KPU merupakan ASN yang dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya secara umum sebagai Supporting System guna

menjalankan dan membantu para komisioner KPU.

KPU Provinsi
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh adalah
sebagai berikut:

Tugas KPU Provinsi/KIP Aceh meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di
provinsisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan

tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan kpu
kabupaten/kota;
Menerima daftar pemilih dari kpu kabupaten/kota dan kepada kpu;
Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir
dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;

6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr dan
serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang
bersangkutan dan

7. Mengumumkan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi

penghitungan suara di kpu kabupaten/kota;



10.

11.

12.

13.

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta pemilu, bawaslu provinsi, dan kpu;

Mengumumkan calon anggota dprd provinsi terpilih sesuai dengan
alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang
bersangkutan dan membuat berita acaranya;

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh bawaslu provinsi;

Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu provinsi kepada
masyarakat;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kpu dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh meliputi:

1.
2.

Menetapkan jadwal di Provinsi;

Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat
berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil
Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya,;
Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau  menonaktifkan
sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti
melakukan tindakan yang

Mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Provinsi meliputi:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan
tepat waktu;

Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;

Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip
Nasional Republik Indonesia;

Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
PenyelenggaraanPemilu kepada KPU dengan tembusan kepada
Bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu dan/atau putusan
Bawaslu Provinsi;

Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat
provinsi;

Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan putusan DKPP;

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sekretariat KPU Provinsi
Sekretariat KPU Provinsi ditipologikan kedalam 2 (dua) tipe yaitu,

Sekretariat KPU Provinsi tipe A dan tipe B. Sekretariat KIP Aceh

termasuk Sekretariat KPU Provinsi tipe B yang terdiri atas:

1. Bagian Keuangan, Umum dan logistik, terdiri atas:
a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Logistik
Bagian Keuangan, Umum dan Logistik bertugas melakukan
pengelolaan, urusan keuangan, umum dan logistik di lingkungan
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya
Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyelenggarakan
fungsinya sebagai pengelola keuangan di lingkungan KIP Aceh.
Pengelolaan urusan rumah tangga, umum dan logistik KIP Aceh.
Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan,
urusan rumah tangga, umum dan logistik kepada KIP
Kabupaten/Kota.

2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan
Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya manusia, terdiri atas:
a. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

Hubungan Masyarakat

b. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya manusia
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan
Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia bertugas
melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan teknis penyelengaaraan pemilu dan pemilihan,
pastisipasi masyarakat, hukum dan pengelolaan sumber daya
manusia di lingkungan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Dalam
menjalankan tugasnya Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya
Manusia menyelenggarakan fungsinya sebagai pelaksanaan teknis
pemilu dan pemilihan, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan

pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di



lingkungan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Koordinasi
penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi
hukum di lingkungan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
Pemberian advokasi dan pendapat hukum, serta fasilitasi
penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan di lingkungan KIP
Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Pelaksanaan fasilitasi serta
administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KIP
Aceh dan KIP kabupaten/Kota.

3. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan
b. Sub Bagian Data dan Informasi
Bagian Perencanaan, Data dan Informasi bertugas melaksanakan
pengelolaan, penyusunan rencana, program dan anggaran serta
pengelolaan data dan informasi di lingkungan KIP Aceh dan KIP
Kabupaten/Kota. @ Dalam  menjalankan  tugasnya Bagian
Perencanaan, data dan Informasi menyelenggarakan fungsinya
sebagai penyusunan dan perencanaan program dan anggaran di
lingkungan KIP Aceh. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan
KIP Aceh. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan
perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan data dan
informasi kepada KIP Kabupaten/Kota.

4. Kelompok JF
Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
mengelola proses berkesinambungan dimulai dengan pengelolaan
perencanaan pemilu, pengelolaan tahapan kepemiluan,
pengelolaan logistik pemilu, pelaksanaan pemilu, monitoring
evaluasi pemilu dan pelaporan pelaksanaan pemilu, serta

pengelolaan terhadap sengketa pemilu.

Tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum ditingkat Provinsi sesuai

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang



Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU

Provinsi (Sekretaris KIP Aceh) bertanggung jawab secara administrasi

kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab

kepada Ketua KIP Aceh. Sekretariat KIP Aceh dipimpin oleh seorang
Sekretaris KIP Aceh.

Sekretariat KIP Aceh mempunyai tugas:

1.
2.
3.

Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;

Memberi dukungan teknis dan administratif;

Membantu pelaksanaan tugas KIP Aceh dalam menyelenggarakan
pemilu;

Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan Daerah,
Presiden dan wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Membantu penyusunan dan perumusan Rancangan Keputusan KIP
Aceh;

Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KIP aceh;

Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KIP Aceh dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi

menyelenggarakan:

1.

Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan
di lingkungan KIP Aceh;

Pemberian dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan
pemilu kepada KIP Aceh;

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,
perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan
dilingkungan KIP Aceh dan Sekretariat KIP Aceh;



4. Fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KIP Aceh;
Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan
pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Dearah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat
dan kerjasama dibidang penyelenggaraan pemilu;

7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
serta penyusunan laporan kegiatan KIP Aceh;

8. Pelaksanaan lainnya yang diberikan oleh Ketua KIP Aceh.

Sekretariat KIP Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat
mempunyai wewenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan
pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang
ditetapkan oleh KPU;

2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan layanan  administrasi, ketatausahaan  dan

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KIP Aceh bertanggung jawab dalam hal administrasi
keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanan tugas, wewenang dan
kewajiban tersebut KIP Aceh berpedoman pada Peraturan KPU yang
mengatur tentang keseragaman sistem administrasi tata naskah dinas dan
klarifikasi kearsipan sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Hal ini
diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung
penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekaligus berperan
sebagai sarana informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan
dan/atau tindakan yang cepat dan tepat serta membantu dalam kelancaran

kegiatan organisasi.



C. Struktur Organisasi
Sumber daya manusia di KIP Aceh terbagi menjadi dua
komponen utama, yaitu komponen Anggota KIP dan komponen
pegawai sekretariat.
a. Anggota KIP Aceh

KIP Aceh beranggotakan 7 (tujuh) orang Komisioner dengan
masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan
yang sama. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas
wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap
tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam
pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan.
Anggota KPU sangat strategis dalam menjalankan peran dan
fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah
ditetapkan. Berikut rincian jumlah anggota KIP Aceh dan KIP
Kabupaten/kota Tahun 2023 di setiap tingkatan :

Tabel 1.1
Jumlah Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota
Anggota KIP Jumlah Persentase
(orang) (%)
Provinsi 7 5.74%
Kabupaten/Kota 93 76,23%
TOTAL 100 81,97%

Sumber : Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KIP Aceh

Jumlah tersebut karena ada pengambilalihan oleh KIP Aceh

untuk KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Besar, Pidie dan



Simeulue yang hanya terdapat 3 orang komisioner, seharusnya ada
115 orang untuk 23 Kabupaten/Kota.

Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan
kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi
dan Koordinator Wilayah. Berikut susunan pembagian divisi dan
Koordinator Wilayah berdasarkan Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Aceh Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Susunan
Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Bagi Ketua,
Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh

Periode 2023-2028

Tabel 1.2
Susunan Penanggung Jawab Divisi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028

NO NAMA JABATAN DIVISI KEDUDUKAN URAIAN TUGAS
1. Saiful, S.E. Ketua Keuangan, Ketua Mengoordinasi-
Umum, dan kan,
Rumah menyelenggara-
Tangga kan,

mengendalikan,
memantau,
supervisi, dan
evaluasi terkait
dengan kebijakan

a. Administrasi
Perkantoran,
rumah tangga,
dan
kearsipan;

b. Protokol dan
persidangan;

c. Pengelolaan
dan pelaporan
Barang Milik
Negara;




d. Pelaporan dan
pertanggung-
jawaban
Keuangan;
dan

e. Pengusulan
peresmian
keanggotaan
dan
pelaksanaan
sumpah/janiji
DPRA.

Agusni AH, S.E. Wakil Ketua | Sumber Ketua a. Mengoordinasi
Daya kan,

Manusia, menyeleng-
Penelitian, garakan,

dan mengendali-
Pengemba kan,

ngan memantau,

Ahmad Mirza Anggota Wakil Ketua | |, - o nervisi, dan
Safwandy, S. H., evaluasi

M.H. terkait dengan
kebijakan :

c. Pengusulan
penggantian
antar waktu
anggota KIP
Kabupaten/
Kota,

d. Pengawasan
proses
rekrutmen
anggota PPK,
PPS, KPPS,
dan petugas
pemutakhi-ran
data pemilih;

e. Pembinaan
etika dan
evaluasi
kinerja sumber
daya manusia;

f. Pengembanga
n budaya




kerja, tata
laksana dan
organisasi;

g. Pendidikan
dan pelatihan,
serta
pengemba-
ngan sumber
daya manusia;
dan

h. Penelitian dan
pengemba-
ngan
kepemiluan.

H. Iskandar
Agani, S.E.

Anggota

Data dan
Informasi

Ketua

Mengoordinasi-
kan,
menyelengga-
rakan,
mengendalikan,
memantau,
supervisi, dan
evaluasi terkait
dengan kebijakan

a. Pemutakhi-ran
dan
pemelihara-an
data pemilih;

b. Sistem
Informasi yang
berkaitan
dengan




Agusni AH, S.E.

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Tahapan
Pemilu;

. Pengelolaan

sarana dan
prasarana
teknologi
informasi;

. Pengelolaan

dan penyajian
data hasil
Pemilu
nasional;

. Pengendali-an

informasi; dan
Pengelolaan
dan
pengolahan
data hasil
Pemilu dan
Pemilihan

Muhammad
Sayuni, S.H.,
M.Kes., M.H.

Anggota

Hendra
Darmawan,
S.Pd.l.

Anggota

Teknis
Penyelengg
araan

Ketua

Wakil Ketua

. Mengoordi-

nasikan,
menyeleng-
garakan,
mengendali-
kan,
memantau,

. supervisi, dan

evaluasi
terkait dengan
kebijakan :

. Pengusulan

daerah
pemilihan dan
alokasi kursi;

. Pendaftaran

dan verifikasi
partai politik
calon Peserta
Pemilu;

. Pencalonan

Peserta




Pemilu dan
Pemilihan;
Pemungutan,
penghitungan
suara, dan
rekapitulasi
penghitungan
suara;

. Penetapan

hasil dan
pendokument
asian hasil
Pemilu dan
Pemilihan;

. Pelaporan

dana
kampanye;
dan
Penggantian
antar waktu

anggota
DPRA.
Hendra Anggota Sosialisas, Ketua . Mengoordi-
Darmawan, Pendidikan nasikan,
S.Pd.l. Pemilih, dan menyeleng-
Partisipasi garakan,
Masyara- mengendali-
kat kan,
memantau,
Khairunnisak, Anggota Wakil Ketua . supervisi, dan

S.E.

evaluasi
terkait dengan
kebijakan :

. Sosialisasi

Kepemiluan;

. Partisipasi

masyarakat
dan
pendidikan
pemilih;

. Publikasi dan

Kehumasan;




Kampanye
Pemilu dan
Pemilihan;

. Kerja sama

antar
lembaga; dan

. Pengelolaan

dan
penyediaan
informasi
publik;

Ahmad Mirza
Safwandy, S.H.,
M.H.

Anggota

Hukum dan
Pengawasa
n

Ketua

. Mengoordi-

nasikan,
menyeleng-
garakan,
mengendali-
kan,
memantau,

. supervisi, dan

evaluasi
terkait dengan
kebijakan :

. Penyusunan

rancangan
Keputusan
KIP Aceh;

. Telaah hukum

dan advokasi
hukum;

. Penyelesai-an

pelanggaran
administratif,




H. Iskandar
Agani, S.E.

Anggota

Wakil Ketua

sengketa
proses,
sengketa hasil
Pemilu dan
Pemilihan,
serta
permasalah-
an hukum
lainnya di luar
masa tahapan
Pemilu dan
Pemilihan;

f. Dokumentasi
dan publikasi
hukum;

g. Pengawasan
dan
pengendali-an
internal; dan

h. Penanganan
pelanggaran
Kode Perilaku,
sumpabhl/janiji,
dan pakta
integritas yang
dilakukan oleh
anggota KPU
Kabupaten/
Kota.

Khairunnisak,
S.E.

Anggota

Muhammad
Sayuni, S.H.,
M.Kes., M.H.

Anggota

Perencanaa
n dan
Logistik

Ketua

Wakil Ketua

Mengoordinasika
n, menyelengga-
rakan,
mengendalikan,
memantau,
supervisi, dan
evaluasi terkait
dengan kebijakan

a. Penyusunan
program dan
anggaran;

b. Perencanaan,
pengadaan
barang dan




jasa, serta
distribusi
logistik; dan

c. Monitoring,
Evaluasi,
Pengendali-an
program dan
Anggaran;

Tabel 1.3

Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Bagi Ketua Dan

Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028

NO

NAMA

JABATAN

KOORDINATOR WILAYAH

1

Saiful, S.E.

Ketua

Aceh Selatan
Simeulue

Agusni AH, S.E.

Wakil Ketua

Langsa
Aceh Tamiang
Aceh Singkil

H. Iskandar Agani, S.E.

Anggota

Aceh Timur
Aceh Tengah
Gayo Lues
Aceh Jaya

Muhammad Sayuni, S.H.,
M.Kes., M.H.

Anggota

Aceh Utara
Bener Meriah
Lhokseumawe
Subulussalam

Hendra Darmawan, S.Pd.l.

Anggota

Pidie
Pidie Jaya
Aceh Barat Daya

Ahmad Mirza Safwandy, S.H.,

M.H.

Anggota

Banda Aceh
Aceh Besar
Sabang

Aceh Tenggara

Khairunnisak, S.E.

Anggota

PN EFPIANONRPONMNPEAEONEREONR®ONERNR

Bireuen
Aceh Barat
Nagan Raya




b. Pegawai Sekretariat KIP Aceh

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota
bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan dipimpin oleh
seorang Sekretaris KIP Aceh dan bertanggung jawab kepada Ketua
KIP Aceh. Sekretariat KIP Aceh mempunyai tugas membantu
penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan
dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas
KIP Aceh dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu perumusan
dan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KIP Aceh,
memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian
sengketa Pemilu, membantu penyusunan laporan
penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KIP Aceh,
membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal dan
membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KIP Aceh dan
Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Sipil (Non PNS) tahun 2023 sebanyak 656 (enam ratus lima puluh
enam) orang dari jumlah tersebut, dapat dijelaskan pada tabel
berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Sebaran Pegawai Berdasarkan Status dan Satuan Kerja

Sekretariat KIP Jumlah Jumlah
PNS Non PNS
(orang) (orang)
Provinsi 32 3
Kabupaten/Kota 318 272
Total Pegawai 656




Sumber : Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KIP Aceh

D. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) BAB dan

beberapa

lampiran serta lkhtisar Eksekutif, sebagaimana

penjelasan tersebut dibawah ini :

Bab 1 Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2 Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab 3 A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukurankinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukananalisis capaian kinerja sebagai
berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan;

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumenPerjanjian Kinerja.




Bab 4 Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat KIP Aceh Tahun 2023
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Gambar 1.2. Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023 -

2028

KETUA
SAIFUL, SE

WAKIL KETUA

AGUSNI AH, SE

ANGGOTA
H. I5KANDAR AGANI, SE

ANGGOTA ANGGOTA

MUHAMMAD SAYUN,
5.H, MKES,MH

ANGGOTA
AHMAD MIRZA

SAFWANDY, S.H., M.H.

ANGGOTA
KHAIRUNNISAK, SE
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

E. Rencana Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional
sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 Tahun yang
terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi
Perencanaan pembangungan jangka menengah (RPJM) Nasional 5
tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional | tahun 2005 — 2009,
RPJM Nasional Il tahun 2010 -2014, RJPM Nasional 11l tahun 2015 — 2019
dan RPJM Nasional IV tahun 2020 -2024.
Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024,
yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional
“Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan
Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur,
adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional,
akuntabel, efektif, serta efisien.
Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi
Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:
1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen,
kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan
jarak antara wakil dan Konstituen;

2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang
harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya
praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola

Pemerintahan;
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3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan
berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagaiperbedaan
akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang
belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan
berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran
lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi
masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan
masyarakat.

Berpedoman pada RPJMN tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum
(KPU)Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-
Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2020- 2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda
pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas
Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara
Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang
mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, untuk mewujudkan Visi dan
melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan
KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professionaldan
berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepatwaktu,
efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas,Rahasia,

Jujur dan Adil.
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Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:
Kelembagaan;

Organisasi;

Ketatalaksanaan;

Pengawasan,;

SDM yang berkualitas;

Sarana dan prasarana;

N o g~ w NP

Anggaran yang memadai.

Berpedoman pada RPJMN tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum
(KPU)Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-
Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2020- 2024. Selanjutnya, berdasarkan Renstra Komisi
Pemilihan Umum, maka KIP Aceh menetapkan Rencana Strategis (Renstra)

KIP Aceh 2020-2024.

Tabel 2.1.
Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra
KIP Aceh Tahun 2020 - 2024

1. Program dukungan manajemen

Program Sasaran Indikator Target Kinerja
/ Program Kinerja 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kegiatan (Outcom) Kegiatan
/Sasaran
Kegiatan
1. Program Dukungan Manajemen
Terlaksananya Persentase
fasilitasi fasilitasi
lembaga riset kerjasama 80% | 81% | 81% | 82% | 82%
kepemiluan dan | KPUdengan
operasionalisasi | lembaga riset
nya kepemiluan
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Meningkatnya Persentase
Kapasitas kesesuaian
SDMyang kompetensi
berkompeten pegawai 60% | 70% | 72% | 80% | 82%
terhadap
standar
kompetensi
penugasannya
Terwujudnya Persentase
Dukungan Tersedianya
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Guna | Prasarana 88% | 88% | 89% | 90% | 92%
Meningkatkan untuk
Kelancaran Memenuhi
Tugas KPU Kebutuhan
KerjaPegawai
yang Berfungsi
dengan
Baik
Meningkatnya Nilai Evaluasi B B B B B
Akuntabilitas atas
Keuangan Akuntabilitas
danKinerja Kinerja KPU
KPU
Nilai Evaluasi 73% | 74% | 75% | 77% | 77%
atas
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi KPU
Terwujudnya Persentase
Data Pemilih KPU Provinsi/ 08% | 98% | 98% | 98% | 98%
secara Kabupaten/Kota
Berkelanjutan yang
memutakhirkan
Data Pemilih
Tepat Waktu
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1. Program penyelenggaraan pemilu

dalam proses konsolidasi

demokrasi
Program Sasaran Indikator Target Kinerja
/ Program Kinerja
Kegiatan | (Outcome)/ Kegiatan 202 | 2021 | 2022 | 202 | 2024
Sasaran
Kegiatan 0 3
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
Terwujudnya Jumlah 12 12 15 15 18
kerjasama Fasilitasi Keg Keg Keg Keg Keg
dengan Kerjasama
lembaga Dengan
Penyelenggara Instansi
Pemilu baik di Terkait
dalam maupun Dalam
diluar Rangka
Penguatan
Kelembagaa
n
Demokrasi
Terwujudnya Jumlah revisi
rencana kerja yang 4 6 8 8 10
dan anggaran dilakukan Kali Kali Kali Kali Kali
KPU, KPU terhadap
Provinsi/KIP rencana
Aceh dan kerja yang
KPU/KIP telah
Kabupaten/Kot ditetapkan
a yang efektif
danefisien
Terwujudnya Persentase 70% | 70% 70% | 75% 75%
sistem laporan
administrasi monitoring
penyelenggara dan evaluasi
an Pemilu yang
yang tertib, akuntabel
efektif dan dan tepat
efisien Waktu

31




Persentase
KPU, KPU
Provinsi/KIP
Aceh dan
KPU/KIP
Kabupaten/
Kota yang
target
kinerjanya
tercapai
sesuai
dengan
perjanjian
kinerja

80% | 80%

80%

80%

80%

Persentase
Dokumen
RDPyang
Tersedia
dengan
Tepat
Waktu

80% | 85%

85%

85%

85%

Terwujudnya
Reformasi
Birokrasi di
KPU Provinsi
dan KPU
Kabupaten/
Kota

Persentase
KPUProvinsi,
KPU
Kabupaten/
Kota yang
ditunjuk
sebagai pilot
project yang
mendapat
nilai minimal
B untuk
Penilaian
Mandiri RB

60% | 65%

70%

75%

80 %

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelay

anan Administra

siKepeg

awaian

Meningkatnya
tertib
administasi

Persentase
pegawai
yang

97% | 97%

97%

97%

97%
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dan mendapatkan
pengelolaan layanan
sumber daya kepegawaian
manuasia secara tepat
waktu dan
akurat
Persentase 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Penegakkan
Disiplin
Pegawai
Terlaksananya Persentase 100 | 100% | 100 100 | 100 %
Layanan Pegawai % % %
Pengadaan yang
Terseleksi
Secara
Pegawai Transparan
secara dan
Transparan Akuntabel
dan
Akuntabel Persentase 40% | 60% 80% | 909% | 100 %
Pegawai
Pemerintah
dengan
Perjanjian
Kontrak
(PPPK)
Yang
diseleksi
melalui
Peraturan
Perundang-
undangan
Terlaksananya Persentase 100 100% | 100 | 100% | 100 %
Proses seleksi Anggota % %
Anggota KPU, KPU,KPU
KPU Provinsi/KIP
Provinsi/KIP Acehdan
Aceh KPU/KIP
dan KPU/KIP Kabupaten/Ko
Kabupaten/Kot ta yang
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a Sesuai
Peraturan
Perundang-
Undangan
yang Berlaku

diseleksi
sesuai
dengan
periodemasa
jabatan dan
PAW

Tersedianya Persentase 50% | 70% 80% | 90% | 95%
datadan Pegawai
informasi yang Tercatat
kepegawaian secara
akurat dalam
DataBase
kepegawaian
berbasis
teknologi
informasi
Tersedianya Jumlah ) i i ) -
Pedoman Rancangan
Bidang Peraturan/Keb
Kepegawaian ijak an
Bidang
Kepegawaian
Tersedianya Persentase 20% | 60% 80% | 90% | 100 %
Jabatan PNSyang
Fungsional menduduki
Penata Jabatan
Kelola Pemilu Fungsional
(JFPKP) PenataKelola
sesuai Pemilu (JF
peraturan PKP)yang
perundang- diseleksi
undangan sesuai
yang berlaku peraturan
perundang-
undangan
yang
berlaku
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Pembentukan Jumlah - - 22.40 | 22.40 | 22.40
Badan badanadhok 3 3 3
Penyelenggara yang
Adhok dipersiapkan

dan

dibentuk

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya Persentase 85% | 85% 85% | 85% | 85%
pembinaan Pejabat
perbendaharaa Perbendahara
n an yang

menyelesaika

n

pertanggungja

wab an

penggunaan

anggaran

sesuai

ketentuan
Terlaksananya Jumlah 1 1 1 1 1
sistem _ Ia.lporan Lap Lap Lap Lap Lap
akuntansidan sistem
pelaporan akuntansi
keuangan dan

pelaporan

keuangan
Tersusunnya Jumlah draft 1 1 1 1 1
Petunjuk juklak/
pengelolaan juknis Jukn | Juknis | Jukn | Jukn | Juknis
keuangan di pengelolaan is is is
lingkungan keuangan di
KPU lingkungan

KPU
Terselesaikan Persentase 78% | 78% 78% | 80% | 80%
nya permasalahan
permasalahan dalam
pengelolaan pengelolaan
keuangan keuangan

yang dapat
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diselesaikan

Tersusunnya
laporan
pertanggungja
waban
penggunaan
anggaran

Persentase
KPU Provinsi
dan KPU
Kab/ Kota
yang
Menyampai
kan Laporan
Pertanggung
jawaban
Penggunaan
Anggaran
berbasis
SIMONIKA
yang Tepat
Waktu dan
Valid

100
%

100%

100
%

100%

100 %

Terwujudnya
Pengelolaan
Barang

Milik Negara
sesuai dengan
Peraturan dan
Perundangan
yang berlaku

Persentase
KPUProvinsi
dan KPU
Kabupaten/
Kota yang
Patuhdan
Tertib dalam
Pengelolaan
Barang Milik
Negara yang
Material

95%

95%

95%

95%

95%

Jumlah
Laporan
Barang

Milik Negara
Berdasarkan
SIMAK BMN
yangDatanya
Sesuai
dengan

Lap

Lap

Lap

Lap

Lap
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Data SAK

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana PrasaranaKantor

Meningkatnya
Kualitas Tata
Kelola
Administrasi
Persuratan
dan
Pengelolaan
Arsip

Jumlah
rancangan
Peraturan
KPU/
Keputusan
KPU tentang
kearsipan
yangtelah
disusun

5%

5%

10%

15%

20%

Persentase
KPU Provinsi
dan KPU
Kabupaten/K
ota yang
Mengelola
Arsip Inaktif
Sesuai
Aturan
Kearsipan

5%

5%

10%

15%

20%

Terwujudnya
Dukungan
Sarana dan
Prasarana
guna
Meningkatkan
Kelancaran
Tugas KPU

Persentase
sarana
transportasi
untuk
mendukung
kinerja
pegawai
yang
berfungsi
dengan baik

40%

50%

60%

70%

80%

Persentase
fasilitas

perkantoran
untuk
mendukung
kinerja
pegawai

50%

60%

70%

80%

85%
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yang
berfungsi
dengan baik

Persentase
Gedung

dan Gudang
KPU, KPU
Provinsi dan
KPU
Kab/Kota
yang
berfungsi
dengan

baik

60%

60%

60%

70%

70%

Meningkatnya
Kualitas
Layanan
Persidangan
danProtokol

Persentase
ruangan
rapat yang
digunakan
tidak ada
yang
bersamaan
dalamwaktu
dan tempat

50%

50%

50%

70%

70%

Persentase
Hasil Rapat
Pleno yang
ditindaklanjuti
paling

lambat 4 hari
kerja

75%

75%

80%

80%

85%

Terwujudnya
Keamanan dan
Ketertiban di
lingkungan
KPU/KPU
Provinsi/KPU
Kabupaten/Kot
a

Persentase
gangguan
keamanan
dalam
lingkungan
KPU/KPU
Provinsi/KPU
Kabupaten/Ko
ta yang dapat
ditanggulangi

100
%

80%

75%

80%

75%
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Terwujudnya
Dukungan
Sarana dan
Prasarana
guna
Meningkatkan
Kelancaran
Tugas KPU

Persentase
sarana
transportasi
untuk
mendukung
kinerja
pegawai
yang dapat
dipenuhi

40%

50%

50%

40%

50%

Persentase
fasilitas
perkantoran
untuk
mendukung
kinerja
pegawai
yang dapat
dipenuhi

70%

70%

80%

80%

80%

Persentase
Gedung

dan Gudang
KPU,KPU
Provinsi/KIP
Aceh

dan KPU/KIP
Kabupaten/Ko
ta yang
dapat
dipenuhi

40%

40%

60%

60%

60%

F. Prioritas Nasional Tahun 2023
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2023 bertema Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7

Prioritas Nasional (PN).
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PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan
berkualitas dan berkadilan. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. PN 3 adalah
meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing. PN 4 Revolusi
Mental dan pembangunan kebudayaan. PN 5 memperkuat infrastruktur
untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar. PN 6 membangun
lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi
pelayanan public.

Dan diantara 7 Prioritas Nasional tersebut Komisi Pemilihan Umum
diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas
Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam
dan transformasi pelayanan publik.

. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam
Rencana Strategis 2020- 2024, maka target-target kinerja tahunan yang
tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja
setiap tahunnya. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja

antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi
amanabh;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi;

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

4. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
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Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran

program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua

KIP Aceh dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh

Ketua bersama dengan divisi terkait, serta memuat sasarankegiatan sebagai

naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KIP Aceh dan

ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Sekertaris

bersama para Eselon Il dan Eselon 1V sesuai bidangnya.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Ketua KIP Aceh Tahun 2023

secara berkelanjutan

KIP Kabupaten/Kota yang
memutakhirkan data pemilih

tepat waktu

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Terlaksananya fasilitasi Persentase dokumen 82%
lembaga riset kepemiluan dan | kerjasama KIP Aceh dengan
operasionalisasinya lembaga riset kepemiluan
2 | Meningkatnya Kapasitas SDM | Persentase pegawai dengan 80%
yang berkompeten kompetensi yang sesuai
dengan standar kompetensi
penugasan
3 | Terwujudnya dukungan Persentase tersedianya 90%
sarana dan prasarana guna sarana dan prasarana untuk
meningkatkan kelancaran memenuhi kebutuhan kerja
tugas KIP Aceh pegawai yang berfungsi
dengan baik
4 | Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi atas B
Keuangan dan Kinerja KIP akuntabilitas kinerja. KIP
Aceh Aceh
Nilai Evaluasi atas 77%
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
5 | Terwujudnya data pemilih Persentase KIP Aceh dan 98%
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Terlaksananya penetapan Persentase rancangan 100%
peraturan KIP Aceh sesuai peraturan KIP Aceh yang
dengan ketentuan peraturan disusun dan diharmonisasi
perundang-undangan, serta dengan tepat waktu sesuai
pendokumentasian informasi dengan kerangka regulasi
hukum dan penyuluhannya KPU
Terwujudnya dukungan Persentase satker yang 100%
logistik dalam menyediakan logistik
penyelenggaraan pemilu/pemilihan secara
pemilu/pemilihan tepat sasaran, tepat jumlah,

tepat jenis, tepat mutu &

tepat waktu
Terwujudnya tahapan Persentase KIP aceh dan 100%

pemilu/pemilihan sesuai

jadwal

KIP Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
pemilu/pemilihan sesuai

dengan jadwal

Perjanjian kinerja tingkat Lembaga KIP Aceh pada tahun 2023

mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah
disusun dan ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh pada bulan Januari
2023, kemudian dilakukan penandatangan Kembali pada bulan Agustus
2023, dikarenakan berakhirnya masa jabatan Ketua dan Anggota KIP
Aceh Periode 2018 — 2023 dan dilantiknya anggota KIP Aceh masa
jabatan 2023-2028 berdasarkan SK pengangkatan dan penetapan Nomor
968 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari
di Jakarta pada 24 Juli 2023.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi
kondisi sebagai berikut :

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretaris KIP Aceh Tahun 2023

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terlaksananya fasilitasi Persentase KIP Aceh dan KIP 80%
pengelolaan data kebutuhan, | Kabupaten/Kota yang

pengadaan, pendistribusian | menyelenggarakan

serta pemeliharaan dan pemilu/pemilihan tanpa ada
inventarisasi logistik permasalahan anggaran dalam
pemilu/pemilihan. pemenuhan kebutuhan logistik
Persentase KIP Aceh dan KIP 100%
Kabupaten/Kota yang

melaksanakan pengadaan logistik
keperluan pemilu/pemilihan
dengan tanpa ada kasus
terhadap proses pengadaan yang
mengakibatkan kerugian negara

atau pemborosan uang negara

Persentase KIP Aceh dan KIP 100%
Kabupaten/Kota yang
mendistribusikan logistik
pemilu/pemilihan tepat jenis,

jumlah dan waktu
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Ketersediaan logistik pemilu | Persentase penyediaan logistik 100%
pemilu
Tersusunnya Keputusan KIP | Persentase Keputusan KIP Aceh 100%
Aceh sesuai dengan yang disusun dan sesuai dengan
kerangka regulasi KPU kerangka regulasi KPU
Terlaksananya pengelolaan | Persentase produk hukum yang 90%
dan pelaksanaan dan dikelola, didokumentasikan dan
pelayanan informasi hukum | disajikan sesuai perundang-
undangan
Persentase produk hukum yang 90%
disajikan secara tepat, cepat dan
akurat sesuai dengan SOP
Pengelolaan Rumah Pintar Persentase KIP Aceh dan KIP 60%
Pemilu Kabupaten/Kota yang telah
dilengkapi dengan Rumah Pintar
Pemilu (RPP)
Pendidikan Pemilih kepada Persentase Jumlah KIP 60%
Masyarakat Umum Kabupaten/Kota yang memiliki
“pendidikan pemilih kepemiluan
dan demokrasi” untuk masyarakat
umum
Terlaksananya penyelesaian | Penurunan Jumlah sengketa 10%
sengketa dan pelayanan hukum dalam perkara
pertimbangan hukum perselisihan sengketa hukum
Persentase sengketa yang 90%
dimenangkan KIP Aceh
Terwujudnya rencana kerja | Jumlah revisi yang dilakukan 11 kali
dan anggaran KIP Aceh yang| terhadap rencana kerja yang
efektif dan efisien telah ditetapkan
Persentase target kinerja KIP 80%
Aceh yang tercapai sesuai
dengan perjanjian kinerja
Persentase Dokumen RPD yang 100%

tersedia dengan tepat waktu
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9 Terwujudnya dukungan Persentase sarana transportasi 70%
sarana dan prasarana guna | untuk mendukung kinerja
meningkatkan kelancaran pegawai yang berfungsi dengan
tugas KIP Aceh baik
Persentase fasilitas perkantoran 80%
untuk mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi dengan
baik
10 Terwujudnya Reformasi Indeks Reformasi Birokrasi di KIP Baik
Demokrasi di KIP Aceh Aceh
11 | Terlaksananya sistem Jumlah laporan sistem akuntansi 1lap
akuntansi dan pelaporan dan pelaporan keuangan
keuangan
12 | Tersusunnya laporan Persentase KIP Aceh dan KIP 100%
pertanggungjawaban Kabupaten/Kota yang
penggunaan anggaran menyampaikan laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran berbasis
SIMONIKA yang tepat waktu dan
Valid
13 Tersedianya data, informasi, | Persentase KIP Aceh dan KIP 100%
sarana dan prasarana Kabupaten/Kota yang
teknologi informasi serta memutakhirkan data pemilih
penerapan e government secara berkelanjutan
14 Meningkatnya tertib Persentase pegawai yang 97%
administrasi dan pengelolaan | mendapatkan layanan
SDM kepegawaian secara tepat waktu
dan akurat
Persentase penegakkan disiplin 90%
pegawai
15 Terlaksananya layanan Persentase proses PAW anggota 100%

administrasi PAW tepat

waktu dan sesuai aturan

DPRA dapat diselesaikan dalam

waktu 5 hari kerja
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Terwujudnya
penyelenggaraan

pemilu/pemilihan sesuai

jadwal

Persentase KIP Aceh dan KIP 100%
Kabupaten/Kota yang
menetapkan jadwal tahapan dan
juknis penyelenggaraan
pemilu/pemilihan sesuai dengan

jadwal

Persentase KIP Aceh dan KIP 100%
Kabupaten/Kota yang
memutakhirkan data
wilayah/pemetaan daerah
pemilihan untuk pemilu tahun

2024

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan

pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran

tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rencana Kerja dan Anggaran KIP Aceh Tahun 2023

No Program Anggaran
1 Dukungan Manajemen Rp. 13.925.441.000,-
2 Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Rp. 48.089.327.000,-

Konsolidasi Demokrasi

Jumlah | Rp. 62.015.327.000,-
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BAB Il

H. Pengukuran Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA

KIP Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan serta

capaian kinerja yang secara garis besar sasaran utama yang harus

dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KIP

Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk

kepada Sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KIP
Aceh Tahun 2020-2024.
Adapun yang menjadi capaian kinerja KIP Aceh Tahun 2023

untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat

diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai

berikut :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama KIP Aceh Tahun 2023

Indikator

No Tujuan Sasarap Kinerja Data Ket.
Strategis Dukung
Utama
1. | Mewujud- | Tersedianya | Persentase Keputusan | Perbandingan
kan peraturan Naskah KIP Aceh jumlah naskah
Komisi perundang- Akademik yang akademik
Pemilihan | undangan Peraturan disusun yang disusun
Umum bidang politik | KPU yang melalui melalui kajian
yang yang kuat Berbasis kajian dan dengan
mandiri, Riset sesuai jumlah
professio- Kepemiluan dengan seluruh
nal, dan kerangka naskah
berintegri- regulasi akademik
tas KPU sesuai
dengan
kerangka

regulasi KPU




Tersedianya | Persentase Pengelolaa | Perbandingan
Sistem Informasi n sistem jumlah
Informasi Mengenai informasi informasi
Partai Politik | Partai Politik | mengenai partai politik
yang andal yang Mutakhir | partai politik | yang
dan dan yang dipubliksikan
berkualitas Dipublikasi mutakhir pada publik
pada Publik dan dengan
terpublikasi | jumlah
pada media | seluruh
sosial KIP informasi
Aceh mengenai
partai politik
yang dimiliki
KPU
Terwujudnya | Indeks Nilai Nilai
Sumber Daya | Reformasi Evaluasi berdasarkan
Manusia dan | Birokrasi dari hasil evaluasi
Lembaga Kementeri- | yang
KPU yang an dilaksanakan
berkualitas Pendayagu | oleh
naan Kementerian
Aparatur Pendayagu-
Negara dan | naan Aparatur
Reformasi Negara dan
Birokrasi Reformasi
Birokrasi
Nilai Nilai Nilai
Akuntabilitas | Evaluasi berdasarkan
Kinerja dari hasil evaluasi
Kementeri- | yang
an dilaksanakan
Pendayagu | oleh
naan Kementerian
Aparatur Pendayagu-
Negara dan | naan Aparatur
Reformasi Negara dan
Birokrasi Reformasi
Birokrasi
Nilai Nilai Nilai
Keterbukaan | evaluasi berdasarkan
Informasi dari Komisi | hasil evaluasi
Publik Informasi yang

Pusat

dilaksanakan




oleh Komisi

Informasi
Pusat
Menyelen | Terwujudnya | Persentase Sosialisasi | Persentase
ggarakan | Pendidikan Partisipasi dan rata-rata
Pemilu Pemilih Pemilih dalam | pendidikan | pengguna hak
Serentak | Kepemiluan Pemilu/ kepemiluan | pilih dengan
yang dan Pemilihan dan jumlah pemilih
demokra- | Demokrasi demokrasi dalam
tis, tepat | untuk seluruh yang Pemungutan
waktu, lapisan diberikan Suara
efesien masyarakat KIP Aceh
dan dan KIP
efektif kabupaten
/Kota
kepada
pemilih
Persentase Sosialisasi Persentase
Partisipasi dan rata-rata
Pemilih pendidikan | pengguna hak
Perempuan kepemiluan | pilih
dalam dan perempuan
Pemilu/Pemili | demokrasi dengan
han yang jumlah pemilih
diberikan perempuan
KIP Aceh dalam Pemilu/
dan KIP Pemilihan
kabupaten/
Kota
kepada
pemilih
perempuan
Persentase Sosialisasi Persentase
partisipasi dan rata-rata
Pemilih pendidikan | pengguna hak
Disabilitas kepemiluan | pilih disabilitas
dalam dan dengan
Pemilu/Pemili | demokrasi jumlah pemilih
han yang disabilitas
diberikan dalam
KIP Aceh Pemungutan
dan KIP Suara Pemilu/
kabupaten/ | Pemilihan
Kota

kepada




pemilin

Disabilitas
Terwujudnya | Persentase Jumlah Perbandingan
koordinasi Pemilih yang | Daftar jumlah Daftar
penyelenggar | Berhak Pemilih Pemilih Tetap
aan Memilih Khusus (DPT) dengan
kepemiluan Tetapi Tidak | (DPK) jumlah Daftar
yang sesuai Masuk dalam Pemilih
dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK)
Standar Tetap (DPT)
Pelayanan
Publik, Persentase Kapabilitas | Jumlah KIP
disertai KIP Aceh dan | dan Kabupaten/
pengelolaan | KIP kesigapan Kota yang
data dan Kabupaten/ KIP Aceh menyelengga-
informasi kota yang dan KIP rakan
serta Menyelengga | Kabupaten/ | Pemilihan
dokumentasi | rakan Pemilu/ | Kota dalam | Umum
pelakasnaaan | Pemilihan menetapka | /Pemilihan
Pemilu sesuai n jadwal sesuai
berbasis dengan tahapan dengan
teknologi Jadwal dan dan tahapan dan
informasi Ketentuan petunjuk jadwal
yang yang Berlaku. | teknis dibandingkan
terintegrasi penyelengg | dengan KIP
araan Kabupaten/
pemilu/pemi | Kota yang
lihan sesuai | menyelengga-
dengan rakan
jadwal Pemilihan
Umum/
Pemilihan
Mewujud- | Terwujudnya | Persentase Kemampu- | Jumlah KIP
kan Pemilu KIP Aceh dan | an atau Kabupaten/
Pemilu Serentak KIP efektifitas Kota yang
Serentak | dengan Kabupaten/K | KIP Aceh menyelengga-
yang tingkat ota yang dan KIP ra kan
Langsung | partisipasi Melaksanaka | kabupaten/ | Pemilihan
, Umum, | yang tinggi n Kota dalam | Umum/
Bebas, disertai Pemilu/Pemili | menyelengg | Pemilihan
Rahasia, | penyelesaian | han yang arakan sesuai
Jujur, dan | sengketa Aman dan pemilu/pemi | dengan
adil hukum yang Damai lihan secara | tahapan dan
baik aman dan jadwal
damai dibandingkan

dengan KIP




Kabupaten/
Kota yang
menyelengga-
ra kan
Pemilihan
Umum/
Pemilihan

Persentase
Sengketa
Hukum yang
dimenangkan
KPU.

Putusan
sengketa
yang
dimenangka
n oleh KIP
Aceh

Membanding-
kan putusan
sengketa
yang
dimenangkan
oleh KIP Aceh
dengan
seluruh
putusan
sengketa

Kinerja KIP Aceh tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator

Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KIP Aceh tahun 2023

pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja

tahun keempat Renstra KPU 2020-2024.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja KIP Aceh Tahun 2023

No| Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target |Rreaalisasi Capaian
1 | Terlaksananya Persentase 82% - -
fasilitasi lembaga dokumen
riset kepemiluan kerjasama KIP
dan Aceh dengan
operasionalisasinya | lembaga riset
kepemiluan
2 | Meningkatnya Persentase 80% 80% 100%
Kapasitas SDM pegawai dengan
yang berkompeten kompetensi yang
sesuai dengan
standar




kompetensi

penugasan
Terwujudnya Persentase 90% 90% 100%
dukungan sarana tersedianya sarana
dan prasarana guna | dan prasarana
meningkatkan untuk memenuhi
kelancaran tugas kebutuhan kerja
KIP Aceh pegawai yang
berfungsi dengan
baik
Meningkatnya Nilai evaluasi atas B Tahun |Lebih dari
akuntabilitas akuntabilitas 2022 100%
Keuangan dan kinerja KIP Aceh mendapat
Kinerja KIP Aceh nilai
dengan
kategori
“BB” atau
“Sangat
Baik”
Nilai Evaluasi atas 7% Belum -
pelaksanaan dituangkan
Reformasi dalam
Birokrasi bentuk
LHE RB
Terwujudnya data Persentase KIP 98% 98% 100%
pemilih secara Aceh dan KIP
berkelanjutan Kabupaten/Kota
yang
memutakhirkan
data pemilih tepat
waktu
Terlaksananya Persentase 100% 100% 100%
penetapan rancangan
Keputusan KIP Keptusan KIP
Aceh sesuai Aceh yang disusun
dengan ketentuan dan diharmonisasi
peraturan dengan tepat
perundang- waktu sesuai

undangan, serta
pendokumentasian
informasi hukum
dan penyuluhannya

dengan kerangka
regulasi KPU




Terwujudnya Persentase satker 100% 100% 100%

dukungan logistik yang menyediakan
dalam logistik
penyelenggaraan pemilu/pemilihan
pemilu/pemilihan secara tepat

sasaran, tepat
jumlah, tepat jenis,
tepat mutu & tepat

waktu
Terwujudnya Persentase KIP 100% 100% 100%
tahapan aceh dan KIP
pemilu/pemilihan Kabupaten/Kota
sesuai jadwal yang

menyelenggarakan
pemilu/pemilihan
sesuai dengan
jadwal

Analisis Capaian Kinerja

Ada beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur

akuntabilitas kinerja, antara lain :

1.
2.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Analisis atas efsiensi penggunaan sumber daya,

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator yang ditetapkan sebagai sasaran strategis Komisi

Independen Pemilihan Aceh telah berupaya melaksanakan amanat

yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki



integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan
mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Independen
Pemilihan Aceh Tahun 2023 sebagai berikut :

SASARAN 1

Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya

No| Sasaran Strategis |Indikator Kinerja| Target | Realisasi | Capaian
1 | Terlaksananya Persentase 82% Masih Masih
fasilitasi lembaga dokumen sebatas | sebatas
riset kepemiluan kerjasama audiensi | audiensi
dan KIP Aceh dengan | dengan
operasionalisasinya | dengan Lembaga | Lembaga
lembaga riset riset riset
kepemiluan kepemiluankepemiluan

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran
merupakan paradigma baru untuk mengingatkan bahwa organisasi
bersifat dinamis. Tidak sekadar membentuk struktur, tetapi harus
pengelola proses dalam struktur tersebut, diketahui masalah-masalah
yang terjadi dalam setiap proses pemilu selalu berbeda-beda meskipun
tak jarang terulang masalah yang sama, maka perlu dilakukan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan,
pendidikan pemilih, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, pertemuan ilmiah,
seminar dan publikasi untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan
menyempurnakan proses dan tata kelola pemilu yang lebih baik dalam
setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Bentuk kegiatan fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan
operasionalisasinya adalah penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan
serta penelitian dan pengembangan.

Tahun 2023 KIP Aceh belum ada kerjasama dengan Lembaga
riset kepemiluan. Namun kedepan KIP Aceh akan berupaya dengan
terus membangun hubungan/koordinasi

dengan lembaga terkait



melakukan pembahasan baik dengan KPU dan KPU Kabupaten/Kota
serta diskusi kelompok terpumpun (FGD/Focus Group Discussion)

dengan lembaga terkait dan para pemangku kepentingan.

SASARAN 2
Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten

No| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |Realisasi| Capaian

2 | Meningkatnya Persentase 80% 80% 100%
kapasitas SDM pegawai
yang kompeten dengan
kompetensi
yang sesuai
dengan
standar
kompetensi
penugasan

Kompetensi SDM sangat penting bagi keberhasilan organisasi,
karena penempatan kompetensi pegawai sesuai dengan kompetensi
penugasannya cenderung lebih efektif dalam melaksanakan tugas,
berkontribusi secara positif, dan membantu mencapai tujuan
organisasi. Kompetensi SDM mengacu pada kombinasi pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai
kinerja yang unggul dalam pekerjaan. Ini melibatkan lebih dari sekadar
kemampuan teknis, tetapi juga aspek-aspek seperti komunikasi efektif,
kolaborasi, kepemimpinan, dan adaptabilitas.

Bentuk kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang
kompeten adalah dengan memberikan pembinaan sumber daya
manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Tahun 2023 KIP Aceh telah menempatkan pegawai yang
kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya.
Seperti penempatan tim pengelola keuangan tingkat unit akuntansi
kuasa pengguna anggaran pada komisi independen pemilihan aceh
tahun anggaran 2023 maupun Tim pengelola keuangan Tingkat unit

akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah pada komisi


https://www.qubisa.com/article/kompetensi-sdm
https://www.qubisa.com/article/kompetensi-sdm
https://www.qubisa.com/article/kompetensi-sdm

independen pemilihan aceh tahun anggaran 2023 yang telah memiliki
sertifikasi keahlian diantaranya keahlian pengadaan barang dan jasa
pemerintah, bendahara pengeluaran, pejabat penanda tangan surat
perintah membayar, termasuk juga dengan Jagat Saksana yang telah
mengikuti Pendidikan Dasar Jagat Saksana. Selain itu KIP Aceh juga
melaksanakan Uji Kompetensi Perpindahan/Penjenjangan/Personel
Lainya.

Dapat dilihat pada tabel peningkatan sumber daya manusia KIP
Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.3
Peningkatan Sumber Daya Manusia
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota

No Nama s.d 2021 2022 2023
Kegiatan
1 | Pelatihan 51 orang 5 orang terdiri 3 orang dari

Kompetensi | terdiri dari dari KIP Aceh KIP
Pengadaan KIP Aceh dan | dan KIP Kabupaten/Kota
Barang/Jasa | KIP Kabupaten/Kota)
Pemerintah Kabupaten/
(PBJP) Level | Kota)
1

2 Pendidikan 28 orang 5 orang KIP -
dan terdiri dari Kabupaten/Kota
Pelatihan KIP Aceh dan
Bendahara KIP
Pengeluaran | Kabupaten/

Kota

3 Pendidikan 2 orang dari 3 orang dari KIP | 5 orang dari
Dasar KIP Aceh Aceh KIP Aceh
(Diksar)
Jagat
Saksana

Sumber: Subbagian Hukum dan SDM




SASARAN 3

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan

kelancaran tugas KIP Aceh

No| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |Realisasi| Capaian
3 | Terwujudnya Persentase 90% 90% 100%
dukungan sarana tersedianya
dan prasarana sarana dan
guna prasarana
meningkatkan untuk
kelancaran tugas memenuhi
KIP Aceh kebutuhan
kerja pegawai
yang berfungsi
dengan baik

Monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas kantor untuk
mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dilakukan
melalui beberapa aplikasi baik itu SIMAK BMN, SIMAN, dan aplikasi
Persediaan yang memberikan informasi mengenai barang using/rusak
yang belum dimusnahkan. Secara garis besar sarana dan prasarana
untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
dapat dilihat dari dari kartu inventaris ruangan yang dibuat setiap tahun.

Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan
kelancaran tugas KPU, dilakukan berupa belanja modal sarana dan
prasarana sedalam menunjang terlaksananya seluruh tugas maupun
tahapan Pemilu dan Pemilihan, pengadaan sarana dan prasarana,
tentunya mengacu pada kaidah dan norma standar pengadaan barang
dan jasa pemerintah.

Dalam tahun 2023 KIP Aceh telah melakukan belanja modal
sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan bertambahnya
kapasitas, peningkatan standar kinerja, dan volume asset yang meliputi,
pengadaan barang/jasa AC, Laptop/PC, Printer, Scanner, UPS, CCTV,
Kursi Rapat, Meja Rapat, Meja Kerja serta Kursi Kerja.

Untuk Gedung yang dipinjam pakaikan dari Pemda kepada Aceh

KIP Aceh setiap tahun dilakukan pemeliharaan. Sementara untuk tanah



hibah Pemda Aceh untuk lokasi kantor KIP Aceh yang berlokasi di
Kabupaten Aceh telah dilakukan pemasangan pagar pada Tahun 2022.

Terkait mendukung fasilitas transportasi KIP Aceh dan KIP
kabupaten/Kota, KIP Aceh juga telah melakukan pengadaan sewa
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 Unit Toyota Fortuner untuk KIP
Aceh dan 6 Unit Toyota Avanza untuk masing-masing Kabupaten/Kota
yang berlaku mulai bulan Oktober s.d Desember 2022 dan diperpanjang
pada Tahun 2023 mulai bulan Januari s.d Desember 2023, termasuk

juga sewa kendaraan dinas Eselon Il sebanyak 3 Unit.

SASARAN 4
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KIP Aceh

No Sasaran Indikator Kinerja | Target Realisasi | Capaian
Strategis
4 |Meningkatkan |Nilai evaluasi atas B Tahun 2022 |Lebih dari
akuntabilitas  |akuntabilitas mendapat 100%
keuangan dan [inerja KIP Aceh nilai dengan
kinerja KIP kategori “BB”
Aceh atau “Sangat
Baik”
Nilai evaluasi atas 7% Belum -
pelaksanaan dituangkan
reformasi birokrasi dalam bentuk
LHE RB

Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh pada tahun
2023 adalah B. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4082/PW.02-SD/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023
perihal Hasil Evaluasii Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2022 pada satuan kerja KIP Aceh dan Laporan Inspektorat
Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor LP-
240/E/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Hasil evaluasi menunjukkan
bahwa KIP Aceh memperoleh nilai 71, 50 atau predikat “BB”. Penilaian
tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap

memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas




budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi hasil KIP Aceh sudah terbangun namun belum berjalan
secara konsisten dan menyeluruh.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan
sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya :

I.  Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan
unit kerja terkecil termasuk distribusi target kinerjanya secara
proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses
dialog kinerja;

ii. Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan
rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

iii. Peningkatan kualitas SDM KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota yang
mengelola akuntabilitas Kinerja melalui pendampingan dalam
penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja
oleh KPU R,

iv. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan
pada KIP Kabupaten/Kota yang memiliki capaian kinerja rendah dan
Nilai Hasil Reviu SAKIP rendah.

v. Menjalankan SOP tiap bagian

Tabel 3.4
Perkembangan implementasi SAKIP KIP Aceh

Berdasarkan Berdasarkan
hasil evaluasi hasil evaluasi | Berdasarkan
No | Komponen AKIP tahun 2021 AKIP tahun hasil
yang dinilai 2022 evaluasi
AKIP tahun
Bobot | Nilai Bobot | Nilai 2023
1 Perencanaan | 30,00 21,71 30,00 24,60 | Belum
Kinerja dituangkan
2 Pengukuran 25,00 15,86 30,00 24,60 | dalam bentuk
Kinerja Laporan




3 Pelaporan 15,00 10,97 15,00 10,05 | Hasil
Kinerja Evaluasi.
4 Evaluasi 10,00 5,00 25,00 12,25
Akuntabilitas
Kinerja
Internal

5 Capaian 20,00 12,50 - -
Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi | 100,00 | 66,05 100,00 | 71,50

Kategori B BB
Akuntabilitas

Sumber LHE Inspektorat Utama Sekretaris Jenderal KPU

Memasuki periode terakhir dalam Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode
2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi
tersebut dapat terealisasikan. Percepatan yang dilakukan perlu
dilakukan secara komprehensif sehingga outcome yang dihasilkan
dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh ~masyarakat dan
kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Salah satu upaya
percepatan tersebut diwujudkan dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus
terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena
terdapat gap antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil
pembangunan.

Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map RB 2020-2024
sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi
yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan
publik yang prima. PadaRoad Map RB 2020-2024 setelah
penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek
yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis RB yang
merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas,

kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan



regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai
perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan
yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek
pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan
area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi
Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan
SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan,
dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB
2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan
dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada
pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan
percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat
terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang
sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu
dipastikan keberlanjutannya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Tim Reformasi
Birokrasi dibentuk setiap tahun yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim
Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan.

Tim Pelaksana terbagi dalam beberapa tim yakni Tim
Manajemen Perubahan, Tim penataan Peraturan Perundangan/
Deregulasi Kebijakan,Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim
Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia, Tim penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, dan Tim
Pelayanan Publik.

Sekretariat KIP Aceh melaksanakan evaluasi penilaian
dilakukan secara mandiri atas pelaksanaan RB (PMPRB) oleh Tim

Assessor Sekretariat KIP Aceh.



SASARAN 5

Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

No Sasaran Indikator Kinerja Target|Realisasi|Capaian
Strategis
5 [Terwujudnya |Persentase KIP Aceh dan| 98% 98% 100%
data pemilih KIP Kabupaten/Kota yang

secara memutakhirkan data

berkelanjutan pemilih tepat waktu

Alur pemutakhiran data tanggal 12 Februari 2023 penanda
dimulainya masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pemilu
2024 yang kemudian berakhir pada 14 Maret 2023.

Penyusunan data pemilih pemilu melibatkan instritusi dan pihak-
pihak lain yang berkepentingan serta regulasinya masing-masing.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menghasilkan data
kependudukan yang kemudian diolah menjadi DP4 untuk selanjutnya
diserahkan ke KPU RI, setelah KPU RI meneriam DP4 dan
disinkronisasi, lalu data DP4 hasil sinkronisasi disandingkan dengan
data DPT pemilu terakhir.

Data hasil sandingan itulah yang kemudian diserahkan oleh KPU
RI ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan dan
dicoklit. KPU kabupaten/kota kemudian membentuk petugas
pemutakhiran data pemilih (Pantarlin) yang bertugas melakukan
pendataan pemilih dari rumah ke rumah.

Coklit dilakukan petugas Pantarlih dengan mencocokkan data
pemilih yang ada di DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir
dengan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk berupa KTP
elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memenuhi syarat untuk
memilih.

Setelah Pantarlih melakukan pendataan pemilih dari rumah ke
rumah, data ini dicatat, diteliti dan dilaporkan secara berjenjang dari
Pantarlih ke PPS, PPS ke PPK dan PPK diteruskan ke KPU



kabupaten/kota untuk kemudian daftar pemilih hasil pemuktahiran itu
direkapitulasi dan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS)
oleh KPU kabupaten/kota.

DPS itu kemudian dilaporkan ke KPU provinsi untuk dilakukan
rekapitulasi tingkat KPU provinsi. Kemudian KPU provinsi melaporkan
DPS hasil rekapitulasi ke KPU RI untuk direkapitulasi, dan kemudian
DPS itu diumumkan secara luas. Pengumuman DPS biasanya
dilakukan secara luas melalui papan pengumuman di kantor
desal/kelurahan, atau di RT/RW di seluruh Indonesia. KPU
kabupaten/kota juga membuka kesempatan bagi seluruh elemen
masyarakat pemilih mengecek namanya di DPS, kemudian
menyampaikan masukan dan tanggapan kepada KPU untuk perbaikan
DPS.

Salinan DPS ini juga diserahkan ke parpol di tingkat kecamatan.
Setelah memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat, parpol dan
Bawaslu secara berjenjang, KPU kemudian mengolah data DPS itu
menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Siklus
yang sama kemudian dilakukan oleh KPU RI dan jajarannya untuk
kembali mengolah DPSHP menjadi daftar pemilih tetap.

Pada tanggal 27 Juni 2023 KIP Aceh telah mengeluarkan
Keputusan KIP Aceh Nomor 45 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan
umum tahun 2024.

Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024
ditetapkan, tahapan selanjutnya, yakni penyusunan serta rekapitulasi
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hingga pendataan Daftar Pemilih
Khusus (DPK). DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di
suatu TPS, namun karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat
menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia terdaftar. Pemilih nantinya
yang terdaftar pada DPTb dapat menggunakan hak pilihnya untuk
memilih.

Sementara itu, pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih
dalam DPT dan DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat

masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kriteria DPK antara lain



dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan
menunjukkan KTP-el, menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan
alamat tertera dalam KTP-el, pada saat hari pemungutan suara dicatat
oleh KPPS dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU
Kab/Kota setempat.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN  KOMISI
PEMILIHAN ACEH NOMOR 45 TAHUN

2023

INDEPENDEN

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR

PROVINSI
PENYELENGGARAAN
UMUM TAHUN 2024

PEMILIH

ACEH

TETAP

(DPT)

DALAM
PEMILIHAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINS ACEH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No. Nama Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih
Kabupaten/Kota Kecamatan | Kel/Desa TPS L P L+P
1| ACEH SELATAN 18 260 697 83.690 86.078 169.768
2 | ACEH TENGGARA 16 385 726 73.996 76.987 150.983
3 | ACEHTIMUR 24 513 1252 | 147.632 | 149.264 | 296.896
4 | ACEH TENGAH 14 295 657 75.279 75.726 151.005
5 | ACEH BARAT 12 321 639 71.043 72.162 143.205
6 | ACEHBESAR 23 604 1264 | 143752 | 148.031 | 291.783
7 | PIDIE 23 730 1406 152,046 | 162.339 | 314.385
8 | ACEH UTARA 27 852 1909 | 208.695 | 217.776 | 426.471
9 | SIMEULUE 10 138 292 33.249 32.537 65.786
10 | ACEH SINGKIL 11 116 374 42,927 43629 86.556
11 | BIREUEN 17 609 1361 152.240 | 163.756 315.996
12 3252* BARAT 9 152 442 54628 | 54950 | 109.578
13 | GAYO LUES 11 136 306 34.223 34,653 68.876
14 | ACEH JAYA 9 172 311 33.538 33.556 67.094
15 | NAGAN RAYA 10 222 551 60.488 61.700 122.188
16 | ACEH TAMIANG 12 216 913 104.225 | 104.209 208.434
17 | BENER MERIAH 10 232 498 56.751 57.245 113.996
18 | PIDIE JAYA 8 222 484 54.147 57.575 111.722
19 | BANDA ACEH 9 90 618 81.205 87.941 169.146
20 | SABANG 3 18 110 13,984 14.778 28.762
21 | LHOKSEUMAWE 4 68 489 64.797 68.777 133.574
22 | LANGSA 5 66 489 64.603 66.486 131.089
23 | SUBULUSSALAM 5 82 258 32.274 32.470 64.744
TOTAL 290 6.499 16.046 | 1.839.412 | 1.902.625 | 3.742.037

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

pis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
(\syarakat, Hukum dan SDM,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Sumber dari Subbagian Data dan Informasi




SASARAN 6
Terlaksananya penetapan peraturan KIP Aceh sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian

informasi hukum dan penyuluhannya

No Sasaran Indikator Kinerja Target|Realisasi|Capaian
Strategis

6 [Terlaksananya |[Persentase rancangan |100% | 100% | 100%
penetapan Keputusan KIP Aceh
Keputusan KIP  lyang disusun dan

Aceh sesuai diharmonisasi dengan
dengan tepat waktu sesuai
ketentuan dengan kerangka
peraturan regulasi KPU
perundang-

undangan, serta
pendokumenta-
sian informasi
hukum dan

penyuluhannya

Dalam proses penyusunan rancangan Keputusan untuk
mendapatkan pemahaman materi substansi secara lebih komprehensif
KIP Aceh melakukan koordinasi dengan KPU RI dan lembaga terkait,
pembahasan dengan KIP Kabupaten/Kota dan para pemangku
kepentingan.

Pada tahun 2023, KIP Aceh telah menetapkan 13 (tiga belas)
Keputusan sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun
2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Lokal
peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 tentang

Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al — Qur'an Bakal Calon Anggota



10.

Dewan Perwakilan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten/Kota

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 45 Tahun
2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58 Tahun
2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Independen
Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji
Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
Kaputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 63 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Uji Mampu
Baca Al-Quran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 65 tentang
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 88 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Aceh Nomor 65 tentang Daftar Calon Sementara Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun
2024

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 100 Tahun
2023 tentang Struktur Jabatan Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh
Tahun 2023

Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor
106 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Independen Pemilihan Aceh

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 107 Tahun

2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan



Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan Aceh

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 115 Tahun
2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi
Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 122 Tahun
2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 140 tentang
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Aceh

Dalam rangka pendokumentasian informasi hukum dan

penyuluhannya KIP Aceh telah menetapan Pembentukan Tim Pembina

dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui Keputusan

Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 107 Tahun 2023 tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KIP Aceh berfungsi

sebagai:

a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang
lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah

b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan
pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud
ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan
efisien

c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
hukum

d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia

untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan



e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

SASARAN 7

Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan

pemilu/pemilihan

No Sasaran Indikator Kinerja Target|Realisasi|Capaian
Strategis
7 | Terwujudnya Persentase satker 100% | 100% | 100%
dukungan yang menyediakan

logistik dalam logistik
penyelenggara | pemilu/pemilihan

an secara tepat

pemilu/pemilih | sasaran, tepat

an jumlah, tepat jenis,
tepat mutu & tepat
waktu

Dalam rangka memenuhi logistik Pemilu Tahun 2024 yang lebih
singkat jadwalnya, KPU bersama-sama dengan LKPP menerapkan
pengadaan melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik
Pemilu dengan melibatkan personil dalam Kelompok Kerja (Pokja), baik
dari LKPP maupun KPU. Selain itu, KPU menyiapkan strategi dengan
membagi kewenangan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu kepada
Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. Selain itu KPU dan LKPP
menyiapkan strategi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik
Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan tetap memenuhi
amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha



Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pengadaan barang/jasa
beberapa logistik Pemilu yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota. Dalam pengadaan Logistik Pemilu, KPU berupaya
secara maksimal meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
(PDN), memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi, memastikan
transparansi pengadaan barang/jasa (PBJ), mengupayakan efisiensi
belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran
pemerintah.

Dalam pemenuhan logistik Pemilu Tahun 2024 di dalam dan luar
negeri, KPU melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui 2 tahap
pengadaan sebagai berikut:

1. Pemenuhan logistik pemilu tahun 2024 tahap | dalam negeri sebagai
berikut:
a. Kotak Suara
b. Tinta
c. Bilik Pemungutan Suara
d. Segel
e. Segel Plastik (Kabel Ties)



Rekap Kebutuhan Logistik Tahap | Provinsi Aceh

No Satker Kotak Suara Bilik Tinta Segel Segel Plastik
1 |Aceh Selatan 3.521 2.788 1.394 67.375 18.122
2 [Aceh Tenggara 3.662 2.904 1.452 70.262 18.876
3 |Aceh Timur 6.308 5.008 2.504 120,974 32.552
4 |Aceh Tengah 3313 2.628 1314 63.526 17.082
5 |Aceh Barat 319 2.556 1.278 61.802 16.614
6 |Aceh Besar 6.366 5.056 2.528 122.206 32.864
7 |Pidie 7.076 5.624 2.812 135.964 36.556
8 |[Aceh Utara 9.599 7.636 3.818 184.418 49.634
9 [Simeulue 1.480 1.168 584 28.285 7.592
10 |Aceh Singkil 1.892 1.496 748 36.146 9.724
11 |Bireuen 6.839 5.444 2.722 131.457 35.386
12 |Aceh Barat Daya 2.228 1.768 884 42.688 11.492
13 |Gayo Lues 1.552 1.224 612 29.638 7.956
14 |Aceh Jaya 1.573 1.244 622 30.132 8.086
15 |Nagan Raya 2.775 2.204 1.102 53.233 14.326
16 |Aceh Tamiang 4.589 3.652 1.826 88.001 23.738
17 |Bener Meriah 2510 1.992 996 48.155 12.948
18 |Pidie Jaya 2.436 1.936 968 46.779 12.584
19 |Banda Aceh 3.108 2472 1.236 59.522 16.068
20 |Sabang 556 440 220 10.616 2.860
21 |Lhokseumawe 2.453 1.956 978 47.061 12.714
22 |langsa 2455 1.956 978 47.070 12.714
23 [Subulussalam 1.300 1.032 516 24910 6.708
Total 80.810 64.184 32,092 1.550.220 417.1%

Sumber dari Subbagian Umum dan Logistik

2. Pemenuhan logistik pemilu tahun 2024 tahap Il dalam negeri
sebagai berikut:
a. Surat Suara
b. Sampul
c. Formulir
d. Alat Bantu Tuna Netra
e. Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap
Timeline dalam pemenuhan logistik pemilu tahun 2024 mengikuti

rencana timeline pemenuhan logistik pemilu 2024 KPU, sebagai berikut:



Rencana Timeline Pemenuhan Logistik Pemilu 2024

1. | Proses Persiapan Pemilihan Penyedia s.d. Minggu ke-3 Juli 2023 s.d. Minggu ke-2 Agustus 2023
2. | Proses Pemilihan Penyedia
a. Distribusi Logistik Pemilu (penelaahan produk) a. 4 Juli s.d.Minggu ke-3 Juli 2023
b. Logistik Pemilu b. 29 Juli-31 Agustus 2023 6-10 November 2023
3. | SPPBJ dan Tanda Tangan Konirak Payung
a. Distribusi Logistik Pemilu (pemberian a. Minggu ke-4 Juli 2023
labellvrifiec) 8-9 November 2023
b. Logistik Pemilu b. 18 September 2023
4. | Proses Tayang Produk Dalam Katalog
a. Distribusi Logistik Pemilu a. Minggu ke-4 Juli 2023
b. Pencantuman Produk oleh Penyedia dalam b. 19 September 2023 8-9 November 2023
Katalog Elektronik Nasional dengan nama etalase
“Konsolidasi Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I"
5. | a. Klik Nasional pemesanan (e-Purchasing), dan a. 20-22 September 2023 a. 1112 November 2023 untuk
Proses Kontrak (PPK) Pemilu Legislatif
b. Approval Desain dan Persiapan Produksi Logistik b. 1415 November 2023 untuk
Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden
6. | Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilu Tahap | 23 September - 21 November 2023 18 November 2023-
keTempat Penyimpanan/Gudang KPU Kabupaten/Kota (60 hari kalender) 16 Januari 2024 (60 hari kalender)
7. | Proses Sortir, Lipat, Pengepakan, dan Distribusi ke .
TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Logistk f J“'(‘;'g"‘;rfk?‘;‘;a;)m24
Pemilu Tahap | dan Tahap Il

SASARAN 8

Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal

No| Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target |Realisasi Capaian
8 | Terwujudnya Persentase KIP 100% | 100% | 100%
tahapan Aceh dan KIP
pemilu/pemilihan Kabupaten/Kota
sesuai jadwal yang

menyelenggarakan
pemilu/pemilihan
sesuai dengan
jadwal

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk

penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan melalui PKPU

Nomor 3 Tahun 2022. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. Berikut Tahapan dan Jadwal
Pemilu Tahun 2024:




. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan

pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022 - 14 Juni 2024)
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14
Oktober 2022 - 21 Juni 2023)

Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022-13
Desember 2022)

Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022)

5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Oktober 2022 - 9 Februari 2023)

Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022 - 25 November 2023)
Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
(24 April 2023 - 25 November 2023)

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 - 25
November 2023)

Masa kampanye pemilu (28 November 2023 -10 Februari 2024)
Masa tenang (11 Februari 2024 -13 Februari 2024)

Pemungutan suara (14 Februari 2024)

Penghitungan suara (14 Februari 2024 -15 Februari 2024)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari 2024 - 20 Maret
2024)

Penetapan hasil pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan
MK atau 3 hari setelah putusan MK)

Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober
2024)

Penyusunan Daftar Pemilih (14 Oktober 2022 — 21 Juni 2023)

Dasar pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih adalah

PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

yang ditetapkan pada 24 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah

dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023. PKPU tersebut mengatur bahwa

tahapan penyusunan daftar pemilih meliputi kegiatan penyusunan,



rekapitulasi, dan penetapan. Salah satu tahapan dalam proses
penyusunan adalah penyusunan bahan daftar pemilih melalui

penyediaan data kependudukan dan pemutakhiran data pemilih.

Dalam rangka penyediaan data kependudukan tersebut,
pemerintah pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menyerahkan Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU. Kementerian
Dalam Negeri menyampaikan DP4 Dalam Negeri sebanyak
204.656.053 pemilih, sementara Kementerian Luar Negeri

menyampaikan DP4 Luar Negeri sebanyak 1.806.714 pemilih.

Data tersebut kemudian diproses oleh KPU untuk dilakukan
pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih dilakukan
dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh
panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Pantarlih bertugas
berkunjung ke rumah masyarakat dalam rangka memastikan
keakuratan daftar pemilih yang akan disusun oleh KPU. Setelah proses
coklit selesai, KPU kemudian menetapkan Daftar Pemilih Sementara
(DPS). DPS tersebut kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk
mendapatkan tanggapan dan masukan. Berdasarkan tanggapan dan
masukan dari masyarakat, KPU selanjutnya menetapkan DPS Hasil
Perbaikan (DPSHP). Selanjutnya KPU menetapkan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) berdasarkan DPSHP tersebut.

Pada tanggal 27 Juni 2023 KIP Aceh telah mengeluarkan
Keputusan KIP Aceh Nomor 45 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan
umum tahun 2024 sebanyak 3.742.037 pemilih dengan 16.499 TPS,
dari 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 290 Kecamatan, 6.499

Kelurahan/Desa di wilayah Aceh.



Tabel 3.5
Perbandingan Rekapitulasi DPT
pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

No | Uraian Pemilu 2019 Pemilu 2024

1 | Jumlah Pemilih Laki-Laki 1.699.593 1.839.412

2 | Jumlah Pemilih Perempuan | 1.754.397 1.902.625
Jumlah DPT | 3.453.397 3.742.037

Penyusunan DPT secara umum telah terlaksana dengan baik.
KIP Aceh menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam
proses penyusuan daftar pemilih sehingga pelaksanaannya menjadi

lebih efektif dan efisien.

Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (29 Juli — 13 Desember
2022)

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun
2023 (UU Pemilu) mengatur bahwa partai politik merupakan peserta
pemilu dalam pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota. Salah satu tahapan penting yang harus dilalui oleh
partai politik adalah pendaftaran partai politik yang diatur dalam PKPU
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022.
Tahapan ini merupakan tahapan yang dipersiapkan dengan sangat

matang oleh partai politik, terutama partai politik baru yang meliputi


https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/175296/UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal._1-150.pdf
https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/176980/Salinan_UU_Nomor_7_Tahun_2023.pdf
https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/176980/Salinan_UU_Nomor_7_Tahun_2023.pdf

tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan
penetapan peserta pemilu.

Pada tahapan pendaftaran, partai politik diminta mendaftarkan
diri dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang menunjukkan
bahwa partai politik tersebut memenuhi persyaratan sebagai calon
peserta pemilu. Persyaratan partai politik tersebut antara lain berbadan
hukum, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, serta memiliki
kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan
pada masing-masing provinsi tersebut. Selain itu, partai politik juga
harus memiliki anggota minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah
penduduk di setiap tingkat kepengurusan, memiliki kantor tetap, serta
nomor rekening atas nama partai di setiap tingkatan.

Selanjutnya, KPU melaksanakan verifikasi administrasi untuk
memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan oleh partai politik.
Jika ditemukan dokumen persyaratan yang belum memadai, maka pada
tahapan perbaikan, partai politik diminta melengkapi dokumen tersebut.

Partai politik yang lulus verifikasi administrasi kemudian akan
melaju ke tahapan verifikasi faktual. Kebijakan KPU pada Pemilu Tahun
2024, partai politik yang memiliki kursi di parlemen berdasarkan hasil
Pemilu Tahun 2019 tidak perlu melewati tahapan verifikasi faktual. Oleh
karena itu, verifikasi faktual hanya dilakukan oleh partai politik baru yang
pernah mengikuti pemilu sebelumnya namun tidak
memenuhi parliamentary threshold di tingkat nasional dan partai politik
baru.

Verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan mengenai
kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan, dan domisili
kantor tetap di setiap tingkatan dengan cara mendatangi masing-
masing kantor partai politik. Untuk membuktikan kepengurusan partai
politik dan keterwakilan perempuan 30 persen dilakukan dengan
menghadirkan pengurus partai politik tersebut serta dibuktikan dengan
Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus.
Selanjutnya untuk verifikasi faktual kantor tetap dilakukan dengan cara

memverifikasi penggunaan kantor pada alamat yang telah dilaporkan



oleh partai politik. Verifikasi faktual dilakukan secara berjenjang, yang
berarti KPU RI memverifikasi pengurus tingkat pusat, KPU Provinsi
memverifikasi  pengurus tingkat provinsi, sementara KPU
Kabupaten/Kota memverifikasi pengurus tingkat kabupaten/kota.

Setelah melalui seluruh tahapan tersebut, KPU pada tanggal 14
Desember 2022 telah menetapkan 17 partai politik nasional peserta
pemilu, dengan komposisi 9 partai politik parlemen dan 8 partai politik
baru. Selanjutnya, Partai Ummat juga menyusul ditetapkan menjadi
partai politik peserta pemilu setelah proses mediasi yang dilakukan
Bawaslu. Pascamediasi tersebut, maka total partai politik peserta
pemilu nasional adalah 18 partai politik nasional. Selain itu, KPU juga
menetapkan 6 partai politik lokal Aceh.

Secara umum, pelaksanaan pendaftaran partai politik telah
terlaksana dengan baik dan dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan. Adapun catatan pada tahapan ini terkait dengan keluhan
Bawaslu kepada KPU mengenai terbatasnya waktu untuk mengakses
Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Berikut partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan Berita
Acara Nomor: 310/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Nomor Urut
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai NasDem

Partai Buruh

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
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Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.Partai Amanat Nasional (PAN)

13.Partai Bulan Bintang (PBB)



14.Partai Demokrat
15.Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

17.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Lokal Aceh

18. Partai Nangroe Aceh (PNA)

19.PArtai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabhtat)
20.Partai Darul Aceh (PDA)

21.Partai Aceh (PA)

22.Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)

23.Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Tabel 3.6
Perbandingan jumlah Partai peserta Pemilu
Pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota

No | Uraian Pemilu 2019 Pemilu 2024
1 | Partai Nasional 15 17
2 | Partai Lokal 4 6

Jumlah | 19 23

Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (14 Oktober 2022 —
9 Februari 2023)

Menjelang  penyelenggaraan pemilu, KPU melakukan

penyesuaian terhadap alokasi jumlah kursi dan daerah pemilihan



(dapil). Perubahan batas-batas daerah, dinamika jumlah penduduk,
dan perpindahan masyarakat mempengaruhi jumlah populasi pemilih di
setiap daerah, sehingga perlu untuk dievaluasi secara berkala. Namun
demikian, UU Pemilu telah mengatur mengenai dapil dan alokasi kursi
dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi. Sementara untuk
dapil dan alokasi kursi bagi anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan
oleh KPU sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2022
tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD

Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

PKPU mengatur bahwa penataan dapil dilaksanakan dengan
dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan terdiri
dari penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan;
pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah; serta
penetapan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya,
tahapan pelaksanaan terdiri dari penyusunan rancangan penataan
dapil, pencermatan rancangan penataan dapil, konsultasi dengan DPR,

penetapan dapil dan alokasi kursi, serta sosialisasi dapil.

Terdapat dinamika pada tahapan ini ketika Mahkamah Konstitusi
(MK) melalui putusan Nomor: 80/PUU-XX/2022 memutuskan bahwa
penetapan dapil dan alokasi kursi DPR RI dan DPRD provinsi
merupakan kewenangan KPU. Menyikapi putusan MK tersebut, KPU
menetapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan
dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada PKPU
tersebut, jumlah dapil dan alokasi kursi anggota DPR Rl dan DPRD

provinsi masih sesuai dengan lampiran dalam UU Pemilu.

Berikut adalah Daftar Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu
Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023



DAERAH PEMILIHAN DPR RI (13 Kursi)

PROVINSI

DAPIL

JUMLAH KURSI

WILAYAH DAPIL

ACEH

ACEH 1

Aceh Selatan

Aceh Tenggara

Aceh Barat

Aceh Besar

Pidie

Simeulue

Aceh Singkil

Aceh Barat Daya

Gayo Lues

Aceh Jaya

Nagan Raya

Pidie Jaya

Kota Banda Aceh

Kota Sabang

Kota Subulussalam

ACEH

ACEH 2

Aceh Timur

Aceh Tengah

Aceh Utara

Bireuen

Aceh Tamiang

Bener Meriah

Kota Lhokseumawe

Kota Langsa

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI (81 KURSI)

PROVINSI

DAPIL

JUMLAH
KURSI

WILAYAH DAPIL




ACEH

ACEH 1

11

Aceh besar

Kota banda aceh

Kota sabang

ACEH

ACEH 2

Pidie

Pidie jaya

ACEH

ACEH 3

Bireuen

ACEH

ACEH 4

Aceh tengah

Bener meriah

ACEH

ACEH 5

12

Aceh utara

Kota lhokseumawe

ACEH

ACEH 6

Aceh timur

ACEH

ACEH 7

Aceh tamiang

Kota langsa

ACEH

ACEH 8

Aceh tenggara

Gayo lues

ACEH

ACEH 9

Aceh selatan

Aceh singkil

Aceh barat daya

Kota subulussalam

ACEH

ACEH 10

Aceh barat

Simeulue

Aceh jaya

Nagan raya

DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA (665 KURSI)

NO KAB/KOTA DAPIL WILAYAH JUMLAH | JUMLAH
KURSI KURSI
PER
DAPIL
1 | Kabupaten Aceh Barat 1 Johan 8
Aceh Barat Pahlawan
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Aceh Barat 2

Samatiga,
Bubon,
Arongan
Lambalek

Aceh Barat 3

Sungai

Mas, Woyla,
Woyla

Barat, Woyla
Timur

Aceh Barat 4

Kaway

XVI, Pante
Ceureumen,
Panton Reu

Aceh Barat 5

Meureubo

Kabupaten
Aceh Barat
Daya

Aceh Barat
Daya 1

Blang
Pidie, Susoh,
Jeumpa

10

Aceh Barat
Daya 2

Tangan-
Tangan,
Manggeng,
Setia,Lembah
Sabil

Aceh Barat
Daya 3

Kuala
Batee, Babah
Rot

25

Kabupaten
Aceh Besar

Aceh Besar 1

Seulimeum,
Lembah
Seulawah,
Kota

Jantho, Kota
Cot Glie

Aceh Besar 2

Lhoong, Lhokn
ga, Peukan
Bada, Pulo
Aceh, Leupung

Aceh Besar 3

Darul
Imarah,
Simpang
Tiga, Darul
Kamal

Aceh Besar 4

Indrapuri,
Montasik,
Sukamakmur,
Kuta Malaka

Aceh Besar 5

Ingin

Jaya, Kuta
Baro, Krueng
Barona
Jaya, Blang
Bintang

Aceh Besar 6

Mesjid
Raya,

40
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Darussalam,
Baitussalam

Kabupaten
Aceh Jaya

Aceh Jaya 1

Krueng
Sabee, Panga

Aceh Jaya 2

Teunom, Pasie
Raya

Aceh Jaya 3

Jaya, Indra
Jaya

Aceh Jaya 4

Setia

Bhakti,
Sampoiniet,
Darul Hikmah

20

Kabupaten
Aceh Selatan

Aceh Selatan
1

Samadua,
Tapaktuan

Aceh Selatan
2

Meukek,
Sawang

Aceh Selatan
3

Labuhan

Haiji, Labuhan
Haji

Timur,
Labuhan Haji
Barat

Aceh Selatan
4

Kluet

Utara, Pasie
Raja, Kluet
Tengah

Aceh Selatan
5

Kluet
Selatan, Kluet
Timur

Aceh Selatan
6

Bakongan,
Trumon,
Bakongan
Timur, Trumon
Timur, Kota
Bahagia,
Trumon
Tengah

30

Kabupaten
Aceh Singkil

Aceh Singkil 1

Pulau
Banyak,
Singkil, Singkil
Utara, Kuala
Baru, Pulau
Banyak Barat

Aceh Singkil 2

Kota

Baharu, Suro
Makmur,
Singkohor

Aceh Singkil 3

Simpang
Kanan, Danau
Paris

25
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Aceh Singkil 4 | Gunung 8
Meriah
Kabupaten Aceh Tamiang | Karang 8 35
Aceh Tamiang | 1 Baru, Bandar
Pusaka,
Sekerak
Aceh Tamiang | Manyak 8
2 Payed,
Bendahara,
Banda Mulia
Aceh Tamiang | Seruway, Kota 10
3 Kualasimpang,
Rantau
Aceh Tamiang | Kejuruan 9
4 Muda,
Tamiang
Hulu,
Tenggulun
Kabupaten Aceh Tengah Bintang, 7 30
Aceh Tengah 1 Kebayakan,
Laut Tawar
Aceh Tengah Linge, 7
2 Pegasing, Atu
Lintang,
Jagong Jeget
Aceh Tengah | Silih 8
3 Nara, Ketol,
Celala, Rusip
Antara
Aceh Tengah Bebesen, Kute 8
4 Panang, Bies
Kabupaten Aceh Babussalam, 7 30
Aceh Tenggara 1 Lawe
Tenggara Bulan, Deleng
Pokhkisen
Aceh Bambel, Bukit 7
Tenggara 2 Tusam,
Semadam,
Lawe Sumur
Aceh Lawe Sigala- 5
Tenggara 3 Gala, Babul
Makmur
Aceh Lawe 5
Tenggara 4 Alas, Babul
Rahmabh,
Tanoh
Alas, Leuser
Aceh Badar, Darul 6
Tenggara 5 Hasanah,

Ketambe
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10

Kabupaten
Aceh Timur

Aceh Timur 1

Idi Rayeuk, Idi
Tunong,
Banda

Alam,
Peudawa,
Darul Ihsan, Idi

Timur

Aceh Timur 2

Peureulak,
Rantau
Peureulak,
Peureulak
Timur,
Peureulak
Barat, Sungai
Raya

11

Aceh Timur 3

Birem
Bayeun,
Serbajadi,
Rantau
Selamat,
Simpang
Jernih,
Peunaron

Aceh Timur 4

Simpang
Ulim, Pante
Bidari, Madat

Aceh Timur 5

Darul

Aman, Julok,
Nurussalam,
Indra

Makmu, Darul
Falah

40

11

Kabupaten
Aceh Utara

Aceh Utara 1

Lhoksukon,
Cot

Girek,
Langkahan

Aceh Utara 2

Matangkuli,
Tanah

Luas, Paya
Bakong,
Nibong, Pirak
Timur

Aceh Utara 3

Kuta
Makmur,
Syamtalira
Bayu, Nisam,
Simpang
Kramat,
Geuredong
Pase, Banda
Baro, Nisam
Antara

45
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Aceh Utara 4

Dewantara,
Muara
Batu, Sawang

Aceh Utara 5

Meurah

Mulia,
Samudera,
Syamtalira
Aron, Tanah
Pasir, Lapang

Aceh Utara 6

Baktiya,
Seunuddon,
Tanah Jambo
Aye, Baktiya
Barat

12

Kabupaten
Bener Meriah

Bener Meriah
1

Bukit, Wih
Pesam

Bener Meriah
2

Pintu Rime
Gayo, Timang
Gajah, Gajah
Putih

Bener Meriah
3

Permata,

Syiah

Utama, Bandar
Bener

Kelipah,
Mesidah

10

25

13

Kabupaten
Bireuen

Bireuen 1

Kota
Juang, Kuala

Bireuen 2

Peusangan,
Jangka,
Peusangan
Siblah
Krueng,
Peusangan
Selatan

10

Bireuen 3

Makmur,
Gandapura,
Kuta Blang

Bireuen 4

Samalanga,
Pandrah,
Simpang
Mamplam

Bireuen 5

Jeunieb,
Peudada,
Peulimbang

Bireuen 6

Jeumpa, Juli

40

14

Kabupaten
Gayo Lues

Gayo Lues 1

Blangkejeren,
Blangpegayon,
Puteri Betung

12

Gayo Lues 2

Kutapanjang,
Terangun,
Blangjerango,
Teripe Jaya

25
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Gayo Lues 3

Rikit

Gaib, Pining,
Dabun
Gelang,
Pantan Cuaca

15

Kabupaten
Nagan Raya

Nagan Raya 1

Seunagan,
Seunagan
Timur,
Beutong, Suka
Makmue,
Beutong Ateuh
Banggalang

Nagan Raya 2

Darul
Makmur, Tripa
Makmur

Nagan Raya 3

Kuala, Kuala
Pesisir, Tadu
Raya

25

16

Kabupaten
Pidie

Pidie 1

Kota

Sigli, Mila,
Pidie, Grong-
Grong

Pidie 2

Indra

Jaya, Mutiara,
Peukan

Baro, Simpang
Tiga

Pidie 3

Geulumpang
Tiga,
Kembang
Tanjong,
Mutiara
Timur,
Glumpang
Baro

Pidie 4

Geumpang,
Sakti, Tangse,
Tiro/

Truseb,
Keumala,
Mane, Titeue

Pidie 5

Batee, Delima,
Muara

Tiga, Padang
Tiji

40

17

Kabupaten
Pidie Jaya

Pidie Jaya 1

Meureudu,
Ulim, Meurah
Dua

Pidie Jaya 2

Jangka
Buaya, Bandar
Dua

25
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Pidie Jaya 3 Bandar Baru 6
Pidie Jaya 4 Panteraja, 5
Trienggadeng
18 | Kabupaten Simeulue 1 Simeulue 6 20
Simeulue Timur
Simeulue 2 Bambel, 5
Teupah
Selatan,
Teupah
Tengah
Simeulue 3 Salang, 5
Simeulue
Barat, Alapan
Simeulue 4 Simeulue 4
Tengah, Teluk
Dalam,
Simeulue Cut
19 | Kota Banda Kota Banda Baiturrahman, 7 30
Aceh Aceh 1 Lueng Bata
Kota Banda Kuta Alam 5
Aceh 2
Kota Banda Syiah 7
Aceh 3 Kuala, Ulee
Kareng
Kota Banda Banda 6
Aceh 4 Raya, Jaya
Baru
Kota Banda Meuraxa, Kuta 5
Aceh 5 Raja
20 | Kota Langsa Kota Langsa 1 | Langsa Kota 5 25
Kota Langsa 2 | Langsa 7
Timur, Langsa
Lama
Kota Langsa 3 | Langsa Baro 8
Kota Langsa 4 | Langsa Barat 5
21 | Kota Kota Banda Sakti 10 25
Lhokseumawe | Lhokseumawe
1
Kota Muara Dua 7
Lhokseumawe
2
Kota Blang Mangat 4
Lhokseumawe
3
Kota Muara Satu 4
Lhokseumawe
4
22 | Kota Sabang Kota Sabang 1 | Sukakarya 6 20
Kota Sabang 2 | Sukajaya 10
Kota Sabang 3 | Sukamakmue 4
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23

Kota Kota Simpang Kiri 8 20
Subulussalam | Subulussalam
1

Kota Penanggalan 4
Subulussalam
2

Kota Rundeng, 4
Subulussalam | Longkib
3
Kota Sultan Daulat 4
Subulussalam
4

Pencalonan Anggota DPD (6 Desember 2022 — 3 November 2023)

Pelaksanaan pencalonan anggota DPD berbeda dengan
pencalonan anggota DPR karena pesertanya yang merupakan
perseorangan, bukan partai politik. PKPU Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
DPD mengatur tahapan pencalonan DPD yaitu penyerahan dukungan

minimal pemilih dan pendaftaran persyaratan calon.

Persyaratan dukungan minimal pemilih antara lain harus
memenuhi dukungan minimal pemilih dan sebarannya, serta syarat
pendukung. Jumlah dukungan minimal bakal calon anggota DPD
berbeda-beda, tergantung jumlah penduduk di provinsi masing-masing.
Jumlah dukungan minimal pemilih yang dibutuhkan paling sedikit
adalah 1.000 pemilih untuk provinsi dengan penduduk sampai dengan
1.000.000 pemilih dan paling banyak adalah 5.000 pemilih untuk
provinsi dengan penduduk lebih dari 15.000.000 pemilih. Adapun
sebaran minimal yang dibutuhkan paling tidak adalah 50 persen dari

jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.

Adapun dinamika dalam pencalonan anggota DPD adalah
adanya putusan MK Nomor: 12/PUU-XIX/2023 yang memutuskan
bahwa syarat pencalonan anggota DPD sama/sejalan dengan syarat
pencalonan anggota DPR, terkait masa jeda lima tahun bagi mantan
terpidana. Putusan MK tersebut keluar di tengah proses pendaftaran,

sehingga terdapat bakal calon anggota DPD yang telah memenuhi
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persyaratan dukungan minimal pemilih, namun terganjal karena belum
melewati masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana sehingga tidak

dapat melanjutkan proses pencalonan anggota DPD.

Berikut nama-nama Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI

Provinsi Aceh sebanyak 30 orang:

1. Abdul Hadi Bang Joni
2. Tgk. Ahmada

3. H. Akhyar Kamil, S.H.
4. Dr. H. A. Mufakhir Muhammad, M.A
5. Azhari Cage, S.IP
6. Darwati A. Gani
7. Dedi Sumardi Nurdin, A.Md.Kep., S.K.M., M.M
8. Dedy Mulyadi Selian, S.T

9. H. Firmandez

10.Dr. Irsalina Husna Azwir, S.H., Sp.DV., CPM
11.M.Adam, S.Pd.SD

12.M.Amin Said, S.H., M.Hum.

13.H. M. Fadhil Rahmi, Lc., M.Ag

14.M. Fakhruddin, S.T.

15.Mizar Liyanda, S.SP., M.P.

16.Dr. H. Mohd. llyas, S.E., M.M

17.Dr. Mulia Rahman, S.Pd.l., M.A

18.M.Zulmi, S.E

19.Nazar Apache

20.Nasir Adam, S.E., M.M.

21.Rahmad Maulizar, S.An

22.Rahmat Razi Aulia (MC Razi)

23.Dr. Raihanah, M.Si

24.1r. Razali AR, M.Si

25. Safir (Firsa Agam), S.H.

26.Drs. Sahidal Kastri, M.Pd

27.H. Sayed Muhammad Muliady, S.H.



28.Sofyan Ardi
29.H. Sudirman Haji Uma, S.Sos.
30. Zulfikar, S.E.

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota (24 April —4 November 2023)

Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tahapan
pencalonan terdiri dari pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi,

penyusunan DCS, dan penetapan daftar calon tetap (DCT).

Partai politik peserta pemilu mengajukan bakal calon pada setiap
dapil di masing-masing tingkatan. KPU sesuai dengan tingkatannya
kemudian melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan
bakal calon untuk memastikan kebenaran data-data yang disampaikan
oleh partai politik. Apabila terdapat kekurangan terhadap dokumen
yang disampaikan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU
memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk

melakukan perbaikan.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan DCS yang dimulai
dengan pencermatan DCS, penyusunan dan penetapan DCS yang
kemudian diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan
dari masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat merupakan
bentuk partisipasi masyarakat pada tahapan pencalonan, sehingga
KPU mendapatkan lebih banyak informasi sebelum menetapkan DCT.
Selain itu, pimpinan partai politik peserta pemilu juga diberikan
kewenangan untuk mengajukan penggantian calon pascamemperoleh

masukan dan tanggapan masyarakat.

Salah satu dinamika yang terjadi selama proses pencalonan
bacaleg DPR dan DPRD adalah Putusan MA Nomor: 24 P/HUM/2023
yang mengabulkan uji materiel PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota



sehingga penghitungan kuota perempuan di setiap dapil menggunakan
pembulatan ke atas. Putusan MA tersebut akan berdampak pada
susunan/daftar urut bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota. Selain itu, partai politik juga perlu bekerja lebih
keras dalam rangka memenuhi kuota tersebut, yakni harus
memperhatikan bahwa mencari bakal calon perempuan adalah
tantangan tersendiri bagi setiap partai politik. Mekanisme penjaringan
bakal calon perempuan selama ini biasanya menggunakan kedekatan
baik secara profesional maupun kedekatan karena ada hubungan

keluarga.

Jumlah DCT anggota DPRA yang ditetapkan pada Pemilu 2024
sebanyak 1.380 orang yang akan bersaing memperebutkan 81 kursi
DPRA yang tersebar di 10 daerah pemilihan di 23 kabupaten/kota,
Provinsi Aceh. Jumlah DCT yang ditetapkan tersebut lebih sedikit
dibandingkan DCS. Jumlah DCS vyang ditetapkan sebelumnya
sebanyak 1.385 orang, terdiri atas 902 laki-laki dan 483 perempuan.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pencalonan presiden dan
wakil presiden. Seluruh partai politik terus membangun koalisi untuk
dapat mencalonkan bakal calon presiden dan wakil presiden masing-

masing.

Jadwal dan tahapan pendaftaran calon presiden (capres) dan
calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun
2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
19 Tahun 2023. Dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tersebut mengatur
tentang Pencalonan Peserta Pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden untuk Pemilu 2024.

Berikut tahapannya:

Tahapan Pendaftaran Capres-Cawapres Pemilu 2024
Menurut Pasal 2 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan

Peserta Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dijelaskan ada



tiga tahapan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden di
Pemilu 2024. Tiga tahapan pendaftaran pasangan capres dan
cawapres meliputi, Pendaftaran bakal pasangan calon, Verifikasi
dokumen bakal pasangan calon, Penetapan dan pengundian nomor

urut pasangan calon.

1. Pendaftaran bakal pasangan calon meliputi:
a. Persiapan pendaftaran bakal pasangan calon
b. Pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon, termasuk
pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan calon.
2. Verifikasi dokumen bakal pasangan calon meliputi:
a. Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon
b. Perbaikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon dan
verifikasi dokumen hasil perbaikan.
3. Penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon meliputi:
a. Penetapan pasangan calon

b. Penetapan nomor urut pasangan calon.

Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Pemilu 2024 Lebih lanjut,

sebagaimana dikutip dari Lampiran 1 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Berikut jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden
di Pemilu 2024

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon:
a. Pengumuman pendaftaran tanggal 16-18 Oktober 2023
b. Pendaftaran bakal pasangan calon tanggal 19-25 Oktober 2023
c. Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon tanggal 19-27
Oktober 2023.

2. Verifikasi Bakal Pasangan Calon:
a. Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon tanggal 19-
28 Oktober 2023



b. Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal
pasangan calon tanggal 23-29 Oktober 2023

c. Perbaikan dan/atau proses melengkapi dokumen persyaratan
bakal pasangan calon tanggal 25-31 Oktober 2023

d. Penyerahan dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan
dokumen persyaratan bakal pasangan calon tanggal 26 Oktober-
1 November 2023

e. Verifikasi dokumen hasil perbaikan tanggal 26 Oktober-2
November 2023

f. Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan
bakal pasangan calon tanggal 26 Oktober-3 November 2023.

g. Pengusulan Penggantian

h. Pengusulan bakal pasangan calon pengganti tanggal 26 Oktober-
8 November 2023

I. Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti tanggal
26 Oktober-11 November 2023

j. Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti
tanggal 26 Oktober -12 November 2023

k. Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal

pasangan calon pengganti tanggal 11-12 November 2023.

3. Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon:
Penetapan pasangan calon tanggal 13 November 2023
4. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon tanggal 14
November 2023

Putaran Kedua Pencalonan peserta Pemilu presiden dan wakil
presiden putaran kedua dalam hal salah satu calon atau pasangan
calon berhalangan tetap: Paling lama 3 hari sejak pasangan calon
berhalangan tetap atau 3 hari sejak pasangan calon pengganti
didaftarkan.

KPU menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil
presiden dalam Pemilu Tahun 2024, yakni:
1. Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar,

2. Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta



3. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga pasangan calon telah memenuhi ketentuan pasal 220
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di mana partai politik atau
gabungan partai politik bisa mendaftarkan bakal pasangan calon, yaitu
telah memenuhi ketentuan 25% kursi di DPR atau 25% perolehan suara
sah secara nasional.

Kampanye pemilu juga akan dilaksanakan pada bulan
November 2023 hingga bulan Februari 2024. Kampanye didesain lebih
singkat dari pemilu sebelumnya, yaitu dari tanggal 28 November 2023
- 10 Februari 2024.

Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2023 KIP Aceh mendapatkan pagu anggaran
yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 29.298.124.000.- (dua puluh
Sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta seratus dua
puluh empat ribu rupiah). Kemudian mendapatkan beberapa Kkali
penambahan anggaran sehingga anggaran berdasarkan DIPA revisi
terakhir sebesar Rp 62.015.327.000,- (enam puluh dua milyar lima belas
juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Selama tahun 2023 Komisi

Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan 15 (lima belas) kali

revisi.
Tabel 3.7
Revisi Anggaran KIP Aceh Tahun Anggaran 2023
DIPA / REVISI | PAGU ANGGARAN (Rp) TANGGAL DIPA
DIPA Awal 29.298.124.000 27 Desember 2022
Revisi Ke-1 29.298.124.000 13 Januari 2023
Revisi Ke-2 29.298.124.000 6 Februari 2023
Revisi Ke-3 41.636.304.000 24 Februari 2023
Revisi Ke-4 41.636.304.000 6 April 2023
Revisi Ke-5 42.690.790.000 15 Mei 2023
Revisi Ke-6 42.690.790.000 5 Juni 2023




Revisi Ke-7 43.163.222.000 21 Juli 2023
Revisi Ke-8 43.163.222.000 10 Agustus 2023
Revisi Ke-9 58.928.681.000 6 September 2023
Revisi Ke-10 58.928.681.000 13 September 2023
Revisi Ke-11 58.928.681.000 21 September 2023
Revisi Ke-12 62.015.327.000 13 November 2023
Revisi Ke-13 62.015.327.000 30 November 2023
Revisi Ke-14 62.015.327.000 10 Dsember 2023
Revisi Ke-15 62.015.327.000 27 Desember 2023

Dari anggaran tersebut KIP Aceh merealisasikan sebesar Rp

61.059.771.009,- (enam puluh satu milyar lima puluh Sembilan juta

tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan rupiah) untuk anggaran APBN

murni mencapai 98,46 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 955.555.991,-

(Sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu

Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupaiah).
Berikut Realisasi anggaran dalam DIPA APBN KIP Aceh Nomor:
SP DIPA-076.01.2.654289/2023 tanggal 30 November 2022 pada
Tahun 2023

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran KIP Aceh Tahun Anggaran 2023

. Setelah Realisasi Sisa Dana
Prog/Keg/Output/Akun Belanja Revisi (Rp) (Rp) (Rp)
Alokasi Pagu

Penyelenggaraan Pemilu

076.01 dalam Proses Konsolidasi 48.089.886.000 47.285.989.527 803.896.473

CQ Demokrasi
Pengelolaan. Pengadaan.

3356 | laporan dan Dokumentasi 112.977.000 112.174.235 802.765
Logistik

3363 Penguatan Kualitas Peraturan 23.136.000 22.583.300 552.700
Perundang-undangan
Hubungan Masyarakat.

3364 | Informasi Publik dan 105.000.000 104.540.700 459.300
Pendidikan Pemilih




Advokasi dan Sengketa

6638 31.450.000 31.445.900 4100
Hukum
Perencanaan Program dan
Anggaran serta Penyusunan
6709 99 y 27.181.153.000 26.770.928.775 410.224.225
Peraturan Pelaksanaan
Penyelengaraan Pemilu
6867
Pembentukkan Badan Adhoc 1.402.888.000 1.374.222.800 28.665.200
6870 | Masa Kampanye Pemilu 312.782.000 310.879.400 1.902.600
Pengelolaan, Pengadaan.
6871 | Laporan dan Dokumentasi 15.836.330.000 | 15.529.166.447 307.163.553
Logistik
Pemungutan dan
: 98.928.000 98.843.900 84.100
6872 | Penghitungan Suara
Pemutakhiran Data Pemilih
dan Penyusunan Daftar 842.088.000 838.414.500 3.673.500
6887 | Pemilih
. 27.162.000 - 27.162.000
6888 | Penetapan Peserta Pemilu
6889 | Penetapan jumlah kirsi dan
- 67.950.000 67.687.550 262.450
penetapan daerah pemilihan
6890 | Pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden serta
Pencalonan Anggota DPR, 1.900.284.000 1.877.536.617 22.747.383
DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
076.01 | Program Dukungan
_ 13.925.441.000 | 13.773.781.482 151.659.518
WA | Manajemen
Pengelolaan Keuangan dan
- 6.014.989.000 5.992.039.682 22.949.318
3355 | Barang Milik Negara
Layanan Perencanaan dan
3357 Y .. 10.000.000 9.895.000 105.000
Organisasi
Pengelolaan Sumber Daya
3358 g ) y 40.496.000 40.231.300 264.700
Manusia
Operasional Perkantoran dan
3360 | Dukungan Sarana dan 7.815.800.000 7.687.488.000 128.312.000
Prasarana
6634 | Data dan Informasi 44.156.000 44.127.500 28.500
Jumlah 62.015.327.000 | 61.059.771.009 955.555.991

Sumber Laporan Realisasi SP2D TA 2023




BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tahun
2023 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja,
dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan
fungsi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang menyajikan berbagai
keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis
Komisi Independen Pemilihan Aceh tahun 2023 dan perkembangan
tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan
perkembangan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai
target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator
kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan akitif
segenap komponen Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah,
dan masyarakat sebagai pemilih pada perhelatan Pemilu/Pemilihan.

Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2023
berdasarkan nilai SMART mendapatkan predikat “Sangat Baik”
dengan nilai 99,77. secara keseluruhan capaian Kinerja Komisi
Independen Pemilihan Aceh tahun 2023 sesuai dengan target.

Dalam upaya mencapai sasaran kinerja yang masih belum

mencapai target yang diharapkan akan dilakukan sebagai berikut:

1. Meninjau pada rekomendasi dari tiap divisi dan sekretaris KIP
Kabupaten/kota dengan penelaahan lebih lanjut yang kemudian
diajukan kepada KPU RI sehingga dapat menjadi salah satu
indikator pertimbangan pada kesiapan pada tahun 2024
mendatang.

2. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya
indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di

tahun mendatang



Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai
instansi dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih
intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan
melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah
khususnya kabupaten/kota dalam mempersiapkan penyelenggaraan
Pemilu/ Pemilihan yang berazaskan Langsung, Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur dan Adil.

Demikianlah  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Komisi
Independen Pemilihan Aceh Tahun 2023 diharapkan menjadi
sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan evaluasi untuk

peningkatan kinerja KIP Aceh dimasa akan datang.
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